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Perbuatan zina adalah jarimah yang konsekuensi secara hukum jelas tertera
dalam Qanun Aceh. Kasus jarimah yang di sorot adalah kasus yang terjadi di
Rukoh dalam beberapa kurun waktu, di mana penyelesaian yang diketahui
berakhir dengan dinikahkan antara pasangan pelaku. Hal ini menjadi pusat
perhatian utamanya dalam penelitian, melihat bagaimana sistematika hukuman
yang diberlakukan sehingga menghasilkan output konskuensi demikian.
Penelitian ini kemudian menyasar pertanyaan penelitian terkait bagaimana
penyelesaian jarimah di Gampong Rukoh, bagaimana pertimbangan aparatur
Gampong terkait bentuk penyelesaian, dan melihat bagaimana perspektif Qanun
Aceh terhadap bentuk penyelesaian tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian
lapangan (field research) dengan pendekatan Kkualitatif, dan data yang
dikumpulkan dengan cara melakukan observasi dan wawancara terhadap
informan kunci. Hasil dari penelitian ini adalah, menyimpulkan bahwa kasus
yang selama ini ditemukan di Rukoh diselesaikan secara adat, yaitu dengan cara
mengamankan ke kantor Gampong untuk mediasi, dan membayar sejumlah
denda, serta ada yang dinikahkan. Proses penyelesaian tersebut juga dikarenakan
untuk menjaga nama baik Gampong, agar berita tidak tersebar. Dinikahkan
dikarenakan tidak dapat dibuktikan bahwa kasus yang ditangkap adalah kasus
zina, jika didasari dengan kecukupan syarat pembuktian pidana. Adapun
penyelesaian dengan cara dinikahkan adalah bentuk dari penyelesaian terhadap
perselisihan antara pihak keluarga pasangan, bukan hukuman terhadap zina.
Keselarasan implementasi penyelesaian jarimah yang dilakukan di Rukoh sudah
sesuai dengan Qanun Aceh.
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PEDOMAN TRANSLITRASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987 — Nomor: 0543b/U/1987
1. Konsonan
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi
dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf

Latin.
Huruf | Nama | Huruf Nama Huruf | Nama | Huruf | Nama
Arab Latin Arab Latin
| ARf | tidak | tidak A ta’ t te
dilamb | dilambang (dengan
angkan | kan titik di
bawah)
o Ba’ B Be b za Z zet
(dengan
titik di
bawah)
- T2 T e ¢ ‘ain 5 koma
terbalik
(di atas)
- Sa’ S es (dengan 3 Gain g Ge
titik di
atas)
z Jim J je ) Fa’ f Ef
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: Ha’ h ha 3 Qaf q Ki
(dengan
titik di
bawah)
. Kha’ kh ka dan ha s Kaf k Ka
C
5 Dal D De J Lam I El
3 Zal Z | zet . Mim m | Em
(dengan
titik di
atas)
Ra R Er  § Nin n En
Y
Zai Z Zet Wau w We
J 3
» Sin S Es - Ha’ h Ha
r Syin sy es dan ya 4 Hamz ‘ Apostrof
ah
o Sad S es (dengan E Ya’ y Ye
titik di
bawah)
" Dad d de
(dengan
titik di
bawah)
2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
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1) Vokal tunggal

Vokal tnggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat,

transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
fathah A A
- Kasrah I I
-:jfj;; dammah U U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambang

nya berupa gabungan

antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama huruf Gabungan huruf Nama
6 fathah dan ya’ Ai adani
3./ fathah dan wau Au adanu
Contoh:
&S -kataba
:)-23 -fa‘ala
5/5} > -zukira
C,J»b -yazhabu
s -sulila
(S -kaifa
J3  -haula




3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Nama Huruf dan Nama
Huruf Tanda
6:.\.’“ fathah dan alif atau A a dan garis di atas
ya
N kasrah dan ya’ 1 i dan garis di atas
; dammah dan wau U u dan garis di atas
Contoh:
Ji -qala
= -rama
4 -gila
j}i’ -yaqiilu

4. Ta’ marbitah
Transliterasi untuk ta’ marbiitah ada dua:
1. Ta’ marbitah hidup
ta’ marbiitah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan
dammabh, transliterasinya adalah ‘t’.
2. Ta’ marbigah mati
ta’ marbiitah yang mati atau mendapat harakat yang sukun,

transliterasinya adalah ‘h’.
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3. Kalau dengan Kkata vyang terakhir adalah ta’ marbatah itu

ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

JULYT i3

o o
saal 4sasd

b
of

-raud ah al-atfal

-raud atul atfal

—-al-Madinah al-Munawwarah

-AL-Madinatul-Munawwarah

-talhah

5. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasyd:d yang dalam tulisan Arab dilambangkan degan
sebuah tanda, tanda Syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah

tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang

diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

)

5

6. Kata sandang

-rabbana

-nazzala

-al-birr

-al-hajj

-nu‘ ‘ima

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,

yaitu ( JI'), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata
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sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf
gamariyyah.
1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan
sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama
dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah ditransliterasikan
sesuai-aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik
diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf gamariyyah, kata sandang ditulis

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda

sempang.
Contoh:

23 -ar-rajulu
v -as-sayyidatu
22 -asy-syamsu
{;1.25\ -al-galamu
e -al-badr ‘u
o alalal

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof.
Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.
Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan

Arab berupa alif.
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<o £ . -
O3% G -ta’ khuziina
¢34 -an-nau’
t s -syai’'un
5 -inna
2
2, 0f -
ol -umirtu
43 -akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah.
Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan
maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain

yang mengikutinya.

Contoh:

&i\%@‘ﬁ;—/ ‘&El’ -Wa inna Allah lahuwa khair ar-razigin
-Wa innallaha lahuwa khairurrazigin

OieIslingsst -Fa auf al-kaila wa al-mizan
-Fa auful-kaila wal- mizan

JUERIESA] Ibrahim al-Khald
-Ibrahimul-Khall
s Lssalal ] -Bismillahi majraha wa mursah
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C»;j‘é%qw‘}f&j -Wa lillahi ‘ala an-nasi hijju al-baiti man

istata‘a ilahi sabila

B’wﬂ o) ¢ sl oy -Walillahi ‘alan-nasi hijjul-baiti manistata ‘a

ilaihi sabila
9. Huruf Kapital
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti
apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama diri dan permualaan kalimat. Bilamana nama diri
itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:
J}fwﬂl L2 3 -Wa ma Muhammadun illa rasul

qw ) G Jé’\ ol - Inna awwala baitin wud i ‘a linnasi
S 8 W lillazT bibakkata mubarakkan

:)\jfd\ Vo) Jj\ g;.}j\ Olasjies  -Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Qur anu
-Syahru Ramad anal-lazi unzila fihil qur’anu
u\-»ij\ d;ﬁ! b 3b~u53 -Wa lagad ra’ahu bil-ufuq al-mubin
Wa laqad ra’ahu bil-ufugil-mubmi
u-«J ) <) & 24V -Alhamdu lillahi rabbi al-‘alamin
Alhamdu lillahi rabbil ‘alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital
tidak dipergunakan.
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Contoh:
Ny } &A—’j & eaS -Nasrun minallahi wa fathun qarib

-

Gea NI & -Lillahi al’amru jami ‘an

Lillahil-amru jami‘an
SN J—i) W3 -Wallaha bikulli syai‘in ‘alim

10. Tajwid
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan limu
Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai

dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa
transliterasin seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkn nama-nama
lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Samad Ibn Sulaiman.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia,
seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayriit; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia tidak ditranslitersikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.
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BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang meliputi seluruh bagian kehidupan, pasti tidak
ada satu persoalan dalam hidup ini yang tidak masuk akal, dan tentu tidak ada
satu persoalan yang tidak tergerak oleh nilai Islam, meskipun fakta bahwa
masalah ini tampaknya kecil dan tidak penting. ltulah Islam, agama yang
memberikan kebajikan bagi seluruh dunia. Dalam aturan Islam, perzinaan
adalah salah satu dosa besar. Dalam Islam, hubungan seksual yang dilakukan
oleh orang yang bukan pasangan sah, termasuk perzinaan. Dalam Al-Qur'an
dikatakan bahwa semua Muslim menerima bahwa berzina adalah dosa besar dan
dilarang oleh Allah SWT.!

Zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki
dengan tidak terikat dalam perkawinan seorang wanita yang sah menurut syariat
Islam, berdasarkan persetujuan suka sama suka dari kedua pelaku, tidak ada
keraguan (syubhat) dari pelaku atau pelaku perzinaanyang bersangkutan. Di
Indonesiapara pezina mendapatHukuman, baik oleh adat maupun oleh hukum
positif yang ada dan berlaku di masyarakat.Sebelumnya, tidak terhitung orang
yang berpikir sesaat untuk melakukan perzinaan, belum lagi hidup transparan
masing-masing tanpa ada ikatan nikah.

Zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan
seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua
belah pihak.?

Menurut para fugaha dari kalangan mazhab Hanafi, perzinaan adalah
hubungan seksual yang secara sengaja dilakukan oleh seorang pria dengan

seorang wanita yang disertai dengan hasrat seksual dan di antara mereka tidak

1 Mohammad Daud, Hukum Islam dan Peradilan Agama, (Jakarta: Yulianti, 2007),
him. 3.
2 Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
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ada jaminan pernikahan yang sah atau jaminan pernikahan yang syubhat, yaitu
pernikahan yang diragukan keabsahannya, misalnya ikatan perkawinan tanpa
wali nikah, tanpa saksi, atau nikah mut'ah.®

Hubungan seksual di luar nikah bagi segelintir kalangan tertentu
dipandang biasa saja. Bahkan mahasiswa dan mahasiswi pun tercatat pernah
melakukan hubungan seksual di luar nikah. Ada juga pejabat yang melakukan
zina.

Contohnya apa yang dilakukan sepasang mahasiswa sekitar Jalan
Teungku Diblang, Gampong Rukoh, kawasan Banda Aceh. Sekitar jam 2
malam. Warga setempat telah memergoki pelaku sedang berduaan di dalam
kamar bersama lawan jenisnya yang telah melakukan perbuatan zina tersebut.

Aceh adalah daerah utama di Indonesia yang mendapat kehormatan
untuk menjalankan peraturan Islam. Kewenangan ini diatur dalam UU no. 44
Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa
Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Kedua peraturan tersebut menjadi landasan yuridis bagi pemerintah Aceh
bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dalam menyusun Qanun
Aceh yang mengatur tentang pelaksanaan Syariat Islam.*

Perbuatan zina adalah salah satu tindak pidana yang dilarang oleh sistem
hukum barat, sistem hukum adat, dan dan sistem hukum islam. Perbuatan zina di
dalam sistem hukum barat telah di rumuskan normanya di dalam pasal 284
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

3Neng Djubaedah, Perzinaan dalam peraturan perundang-undangan di indonesia dan
di tinjau dari hukum Islam, (Jakarta: Media Grafika, Cet. 1, 2010). him. 119.

4Putri Amalina and Nursiti, “Penerapan Uqubat Terhadap Penyelenggara Dan Pendia
Fasilitas Untuk Jarimah Ikhtilath (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Mahkamah Syar iyah
Kota Banda Aceh,” JIM Bidang Hukum Pidana 3, no. 3, 2019, him. 508.

S[shak, “Analisis Hukum Islam Tentang Perbuatan Zina Dalam Pasal 284 Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana”, Kanun Jurnal IImu
Hukum, Vol. 14 No. 1 April 2012, him. 166.



Sebagai aturan umum, definisi perzinahan diatur dalam Pasal 284 KUHP
yang dapat dikategorikan sebagai salah satu kejahatan terhadap kesusilaan.
Menurut Pasal 284 KUHP, yang disebut perzinaan adalah perbuatan
persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan,
baik yang berpasang-pasangan atau salah satu dari mereka telah menikah.®

Islam memandang zina sebagai perbuatan yang sanga keji dan
merupakan cara yang sesat. Dialam Al-Qur’an Surat Al-Isra ayat 32, Allah
berfirman:

St sl A R A3 S50 ) 558 Y g

Artinya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina, Sesungguhnya zina itu adalah
suatu perbuatan yang keji.dan suatu jalan yang buruk.”

Larangan mendekati zina dalam surat Al-Israa ini, memberikan arti
segala sikap dan tingkah laku yang dapat membawa kepada zina janganlah
dilakukan. Hendaklah dijauhi karena pada laki-laki ada syahwat setubuh dan
pada perempuan pun ada. Tujuan dilarangnya perzinaan adalah kesucian
lembaga perkawinan dan pengaruh negatif lainnya, antara lain mencegah hidup
suburnya pelacuran yang dapat menjadi sumber penyakit kotor yang
membahayakan masyarakat dan mencegah perbuatan “main hakim sendiri”
sebagai akibat dari adanya perzinahan.

Dalam masyarakat Aceh, aturan hukum adat dan aturan Islam
dibandingkan dengan ungkapan hukoem ngoen adat lagee zat ngoen sifeuet
(aturan dan adat, seperti hubungan antara zat dan sifat-sifatnya). Makanya, zat
dengan sifat adalah sesuatu yang berbeda, dapat diidentifikasi tetapi tetapi tidak

dapat di pisahkan. Menurut Soepomo dengan mengutip pendapat Soekanto,

®R. Soenarto Soerodibroto, KUHP Dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah
Agung Dan Hoge Raad, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Edisi Kelima, 2019), him. 176.



salah satu unsur yang menjadi dasar sistem hukum adat adalah sifat
kebersamaan yang kuat yang meliputi seluruh lapangan hukum.’

Dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Hidup Adat
dan Adat istiadat, secara tegas diarahkan mengenai macam-macam
perdebatan/perselisinan adat yang dapat diselesaikan melalui lembaga adat.
Qanun ini mengatur mengenai penyelesaian sengketa dan mekanismenya.

Pasal 13 ayat (1) di garisbawahi bahwa jenis-jenis
perdebatan/perselisihan antar adat dan kebiasaan antara lain:

a. Pertanyaan dalam negeri

=

Perdebatan antar keluarga yang berhubungan dengan faraidh
c. Perdebatan antar penduduk,

d. Khalwat /meusum,

e. Perselisihan tentang kebebasan properti,

f. Perampokan dalam keluarga (perampokan ringan),

g. Perselisihan tentang properti normal

h. Perampokan kecil

I. Perampokan hewan jinak,

j. Pelanggaran adat tentang hewan, peternakan, dan hutan,

k. Pertanyaan terpaut,

| Pertanyaan waspada,

m. Penganiayaan ringan,

n. Kebakaran hutan (dalam skala terbatas yang merugikan jaringan
asli),

Gampongkan, kritik, induksi, dan pencemaran nama besar,

Pencemaran alam (skala lembut),

L T o

Bahaya (bergantung pada jenis bahaya); dan

-~

Perdebatan yang berbeda yang mengabaikan adat dan kebiasaan.®

"Ali Abubakar, “ Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Adat Aceh”, Jurnal Media
Syariah Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry, vol .XII, No. 23 Januari-Juni 2010, him. 36.



Dari pasal tersebut di atas, 18 macam perkara telah diselesaikan secara
tegas yang dapat diselesaikan melalui pengadilan adat Gampong, sedangkan
Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah serta sistem pelaksanaan
cambuk sesuai dengan ketentuan jenis hukuman yang dilakukan oleh pelaku.

Dari hasil wawancara yang saya lakukan dengan salah satu aparatur
Gampong rukoh saudara Andria Mauliza terdapat 5 kasus yang semuanya di
lakukan oleh para mahasiswa yang kos di Gampong rukoh, sama dengan yang
saya teliti kasus yang pertama seperti: a. B dan SY mereka melakukan perzinaan
pada awal tahun 2022 di meunasah baro kemudian di selesaikan secara adat dan
di kembalikan ke pihak keluarganya untuk di nikahkan sesuai dengan
kesepakatan. b. AM dan MA kejadian nya sama dengan yang sebelumnya
mereka melakukan perzinaan pada tanggal 12-3-2022 di meunasah baro
kemudian di selesaikan secara adat dan di nikahkan sesuai dengan aturan adat
yang berlaku. c. YA dan R adalah sepasang mahasiswa yang melakukan
perzinaan di Gampong rukoh dusun ‘lamnyong pada tanggal 15-4-2022
kemudian di selesaikan secara adat dan di nikah kan sesuai dengan kesepakatan
keluarga kedua belah pihak.®

Menyinggung Pasal 13 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008
tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat istiadat, ditegaskan ada 18 macam
perkara/persoalan yang dapat diselesaikan melalui pengadilan adat. Juga Pada
BAB IV tentang Jarimah Dan ‘Uqubat disebutkan di bagian ketiga tentang
khalwat, Pasal (24):

“Jarimah khalwat yang menjadi kewenangan peradilan adat diselesaikan

menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan

8Qanun Aceh nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat
Istiadat

®Hasil wawancara dengan Andria Mauliza sebagai aparatur gampong Rukoh pada
tanggal 1 Agustus 2022.



adat dan adat istiadat dan/atau peraturan perundang-perundangan lainnya

mengenai adat istiadat.”°

Permasalahan yang terjadi adalah tidak adanya ketentuan tertentu yang
baku dalam penyelesaian dengan menggunakan peraturan dan pembinaan sesuai
dengan adat. Bagaimanapun, kesalahan perzinaan tidak dirujuk dalam aturan
adat. Ini menunjukkan bahwa pengadilan adat tidak memiliki hak dan tidak
memiliki kekuatan untuk menyelesaikan jarimah perzinaan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menjadikannya
sebagai bahan penelitian dengan judul: “Penyelesaian Jarimah Perzinaan
Secara Adat Dengan Cara Dinikahkan (Studi Kasus Perkara Adat

Gampong Rukoh)”.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana penyelesaian jarimah zina di Gampong rukoh?
2. Apa pertimbangan aparatur Gampong rukoh untuk menyelesaikan
jarimah zina secara adat?
3. Bagaimana penyelesaian jarimah zina di Gampong Rukoh dilihat

berdasarkan Qanun Jinayat?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah yang telah penulis uraikan, maka tujuan
yang ingin dicapai untuk mengetahui:
1. Untuk mengetahui penyelesaian jarimah zina yang berlaku di Gampong
Rukoh.
2. Untuk mengkaji pertimbangan aparatur Gampong rukoh dalam

menyelesaikan jarimah zina secara adat.

19Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat



3. Untuk menganalisa penyelesaian jarimah zina di Gampong Rukoh jika
dikaji berdasarkan Qanun jinayat.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah kegiatan yang dilakukan untuk memusatkan
perhatian pada penemuan-penemuan masa lalu dengan menyelidiki,
memperhatikan, melihat, dan membedakan hal-hal yang ada sekarang untuk
mengetahui apa yang ada dan tidak ada. Beberapa kajian dan tulisan penting
dapat dimanfaatkan sebagai referensi dan korelasi dalam pembicaraan proposal,
serta menyebarluaskan rincian eksplorasi ini, sehingga diyakini laporan yang
solid akan dibingkai dari berbagai sumber yang telah melalui masa lalu. menguji
kreativitas ujian ini. Berikutnya adalah beberapa konsentrat tulisan yang bisa
dijadikan referensi.*

Penelitian Suhartini, Syandi Rama Sebekti “Penyelesaian Tindak Pidana
Zina Melalui Mediasi Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”. Penelitian
ini mengungkapkan bahwa dari hasil peninjauan ditemukan bahwa penyelesaian
kasus perjizinaan melalui intervensi di luar pengadilan yang sedemikian jauh
tidak memiliki premis yang sah secara formal, sehingga banyak kasus yang
diselesaikan dengan santai saja. melalui sistem standar namun siklus di
pengadilan berjalan sesuai peraturanbersangkutan.

Menurut ketentuan Islam, penyelesaian Jarimah perzinaan dengan jalan
mediasi atau melalui peradilan adat tidak dibenarkan, karena termasuk jarimah
hudud yang sanksinya sudah langsung ditentukan oleh Allah SWT dalam AL-
Qur’an.??

Penelitian ini berencana untuk mengetahui bagaimana penyelesaian

khilafah (jarimah) perselingkuhan melalui intervensi dari sudut pandang aturan

Suharsini Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), him. 58.

12Syhartini dan Syandi Rama Sebekti, “Penyelesaian Tindak Pidana Zina Melalui
Mediasi Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 4, No. 1,
2019.



positif dan syariat Islam, dan bagaimana polisi memandang penyelesaian
khilafah (jarimah) melalui syafaat.Jenis pemeriksaan ini adalah regulasi
eksperimental.

Penelitian Lisa “Tinjauan Hukum Islam terhadap Efekstivitas sanksi
adat massa pada pelaku perzinaan di Kecamatan Bantaeng Kabupaten
Bantaeng (Studi Kasus 2016-2018) ”. Penelitian ini mengungkapkan bahwa hasil
pemeriksaan menunjukkan bahwa alasan perselingkuhan adalah dengan alasan
bahwa (1) iklim yang begitu alami mempengaruhi remaja yang saat ini masih
dalam usia dini, (2) premis konsensual (berkencan) demi kasih sayang sehingga
remaja atau daerah setempat melakukan perselingkuhan. (3) tidak adanya
manajemen dari wali dimana wali memberikan kepercayaan penuh kepada anak-
anaknya tanpa mengetahui iklim pergaulan anak-anaknya, (4) Kurangnya remaja
yang memiliki pengajaran. Standar persetujuan bagi para penipu adalah (1)
Sanksi Adat Massal (2) Diusir dari daerah atau kota (3) Diusir dari kota bersama
keluarganya (4) Denda.

Penelitian tersebut berencana untuk memutuskan penyebab perzinaan
secara lokal di Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, serta untuk
mengetahui standar persetujuan terhadap perzinaan di Kecamatan Bantaeng,
Kabupaten Bantaeng. Pemeriksaan ini dilakukan di Gampong Bissapole,
Kecamatan Bantaneg, Kabupaten Bantaeng dengan memimpin rapat dengan
Kepala Adat, dan masyarakat setempat serta mengambil informasi yang
dianggap penting dalam tinjauan ini. Sumber informasi dari pemeriksaan ini
adalah Primer, Sekunder, dan Tersier.

Selanjutnya, Penelitian Muksalmina, skripsi berjudul “Penyelesaian
Perkara Khalwat Secara Adat Di Kota Banda Aceh Studi Analisis Qanun Aceh
Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat
Dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat”. Skripsi
tersebut membahas tentang tentang gap antara aturan Qanun tentang Pembinaan

Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 9



Tahun 2008 mengenai 18 jenis sengketa atau perselisinan yang dapat
diselesaikan melalui lembaga adat. Sedangkan , dalam Qanun Aceh Nomor 6
Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengharuskan bahwa pelaku jarimah
khalwat dikenakan uqubat cambuk, hal itu termuat dalam Pasal 23 ayat (1) yang
menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah
khalwat, diancam dengan uqubat ta’zir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali
atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling
lama 10 (sepuluh) ‘bulan. Penelitian tersebut merupakan jenis penelitian
lapangan yang memakai pendekatan yuridis empiris di mana data primer akan
dianalisis dengan regulasi yang ada.

Hasil dari penelitian tersebut adalah, penyelesaian perkara khalwat
secara adat yang diharuskan oleh Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat adalah perkara khalwat dalam
kapasitas ringan, atau kasus-kasus khalwat yang tidak memiliki barang bukti dan
saksi yang cukup, begitupun apa yang tertuang dalam Qanun Nomor 6 Tahun
2014 tentang Hukum JinayatBahwa yang mengharuskan setiap perkara khalwat
dikenakan “uqubat cambuk” adalah perkara khalwat yang memenuhi unsur baik
berupa barang bukti maupun saksi. Namun, penulis menilai untuk mencegah
agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami kedua regulasi tersebut,
Pemerintah Aceh berkewajiban untuk melakukan sosialisasi.*®

Selanjutnya adalah penelitian Abdul Khalib dan Mukhlis, “Penyelesaian
Tindak Pidana Jarimah Khalwat Di Kabupaten Aceh Tenggara” yang meneliti
tentang perbuatan jarimah khalwat di Kabupaten Aceh Tenggara dengan
penyelesaian kasus yang berbeda-beda. dimana dalam Qanun Aceh Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 23 ayat 1 mengancam para pelaku

Jarimah Khalwat dengan Uqubat hudud cambuk sebanyak 10 (sepuluh) kali dan

3Muksalmina, “Penyelesaian Perkara Khalwat Secara Adat Di Kota Banda Aceh”,
Banda Aceh: Skripsi UIN Ar-Raniry, 2017, him. v.
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denda 100 gram emas murni, namun di Aceh Tenggara masih banyak pelaku
jarimah khalwat yang belum dieksekusi serta masih banyak penyelesaiannya
diluar dari Hukum Acara Qanun Jinayat seperti Penyelesaian secara Adat.
Metode yang digunsksn dalam penulisan ini dilakukan dengan peneltian
kepustakaan dan lapangan. Hasil dari penelitian tesrebut ditemukan bahwa
faktor penyebab tidak di eksekusinya pelaku jarimah khalwat dikarenakan tidak
adanya anggaran dan masih banyaknya penyelesaian cara lain yang digunakan
oleh Satpol PP/WH. Disarankan agar adanya perhatian terhadap penegak Qanun
di aceh tenggara oleh pemerintah provinsi dalam bidang anggaran.**

Yang terakhir adalah skripsi Yasir Fajri berjudul, Penyelesaian Jarimah
Ikhtilath Menurut Hukum adat Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di
Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan), skripsi tersebut membahas
penyelesaian jarimah berdasarkan hukum adat yang ditinjau dari hukum Islam.
Yaitu beradsarkan permasalahan apa yang diterapkan di Kecamatan Kluet
Tengah Kabupaten Aceh Selatan, bahwa pelaku ikhilath akan diselesaikan
melalui proses hukum adat. Penelitian tersebut mengajukan pertanyaan
penelitian bagaimana bentuk sanksi pidana adat bagi pelaku ikhtilath atau
sumbang di Kecamatan Kluet Tengah, dan bagaimana sanksi pidana adat

tersebut di tinjau menurut hukum Islam.

Penelitian tersebut bersifat deskriptif analisis. Menggunakan pendekatan
kualitatif yaitu penelitian menggambarkan hasil penelitian objektif terhadap
keadaan yang ditemui di lapangan dan dianalisis menurut hukum Islam. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa sanksi hukum adat yang diberikan kepada

pelaku ikhtilath di Kecamatan Kluet Tengah adalah denda sebesar satu ekor

14Abdul Khalib Dan Mukhlis, “Penyelesaian Tindak Pidana Jarimah Khalwat Di
Kabupaten Aceh Tenggara”, Jurnal limiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Universitas Syiah
Kuala, Vol. 4, No. 1, 2020, him. 1.
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Kambing lengkap. Jika ditinjau menurut hukum Islam, bahwa sanksi hukum
adat tersebut tidak bertentangan dengan konsep hukum Islam.

Karena, dalam Islam ditetapkan bahwa pelaku ikhtilath merupakan
bagian dari jarimah ta’zir, di mana penjatuhan hukumannya diserahkan secara
penuh oleh pemerintah, baik jenis maupun ukurannya, mulai dari hukuman yang
paling ringan seperti pemberian nasehat kepada pelaku, sanksi denda, cambuk
atau pengasingan, hingga pada hukuman paling tinggi, yaitu pelaku harus
dibunuh. Adapun sanksi hukum adat tentang kasus ikhtilath di Kleut Tengah
termasuk sanksi ta’zir, yang jenisnya dan ukurannya ditetapkan oleh pemerintah
Gampong, Yaitu berupa denda satu ekor kambing.

Setelah meninjau beberapa kajian terdahulu yang sudah dipaparkan
diatas, dapat ditemukan beberapa kesamaan, baik dalam hal operasional
permasalahan, keyword, maupun kerangka penelitian yang dibangun. Namun
jika dilihat dari variable permasalahan yang dibangun dalam skripsi ini, tidak
sama dengan kajian yang disebutkan diatas, yaitu meneliti bagaimana
penyelesaian jariamh tepatnya di Gampong Rukoh, dan kemudian dikaitkan
dengan kupasan terhadap aturan yang sudah ditetapkan dalam aturan terkait
hukum  jinayah, sehingga dibutuhkan untuk meneliti bagaimana proses
penyelesaian pelanggaran tersebut, dan dianalisa secara yurisudensi dan hukum
terkait. Maka dari itu, dibutuhkan penelitian lanjutan tentang penelitian yang

diajukan.

E. Penjelasan Istilah
Pada penelitian ini dipakai beberapa istilah operasional yang harus
dijelaskan pengertian, agar pembahasan nanti tertata dan tidak simpang suit,
maka dari itu, istilah-istilah operasional tersebut dijelaskan sebagai berikut:
1. Penyelesaian
Penyelesaian Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pe-nye-

le-sai-an adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai-
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bagai arti seperti pemberesan, pemecahan). Penyelesaian atau menyelesaikan
juga bisa diartikan menyudahkan, menyiapkan pekerjaan, memutuskan
perkara, pemecahan masalah dan sebagainya.®

2. Jarimah Perzinaan

Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam yang
pelakunya diancam dengan hukuman hudud dan/atau ta’zir.!® Menurut
Hukum Pidana Islam dalam Fikih Islam disebut dengan istilah al-jinayah,
yang artinya adalah perbuatan dosa, kejahatan dan pelanggaran-
pelanggara.Semua perbuatan dosa, kejahatan dan pelanggaran itu termuat
dalam  perbuatan pidana (Jarimah). Dengan demikian perbuatan pidana
(Jarimah) atau aljinayat adalah bidang hukum yang membicarakan tentang
masalah perbuataan pidana (Jarimah) dan hukumnya.’

Perzinaan merupakan perbuatan bersetubuh (memasukkan penis
kedalam vagina) di luar ikatan nikah yang sah dan berbeda jenis
kelaminnya, yang dapat merusak kehormatan atau perhiasan perempuan
(pecahnya selaput darah dalam vagina).

3. Hukum Adat

Hukum Adat (customary law) adalah bagian dari hukum yaitu hukum
yang masih tetap hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis
namun berlakunya ditaati seperti peraturan perundangan (disebut juga
hukum kebiasaan).!® Hukum adat dapat juga diartikan sebagai hukum yang
tidak tertulis, penggunaan hukum yang tidak tertulis biasanya seperti

5Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Media Pustaka
Phoenix, Cet. 6, 2012), him. 772.

%Dinas Syariat Islam Aceh, Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat, (Banda Aceh:
Naskah Aceh, 2015), him. 8.

17Abddul Ghofur Ansori, Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia,
(Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008), him. 238.

18C.S.T. Kansil, Pengantar IImu Hukum dan Tata Hukum Indonesia., (Jakarta: Balai
Pustaka, 1989), him. 72.
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teradisi, kebiasaan atau praktek-peraktek tertentu yang ada di lingkungan

tersebut.®

F. Metodologi Penelitian

Pada dasarnya dalam melakukan setiap penyusunan makalah ilmiah
umumnya membutuhkan informasi yang total dan objektif serta memiliki teknik
penelitian dan cara-cara tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan yang
akan dibicarakan untuk menyelesaikan penyusunan makalah yang ilmiah. Secara
khusus menurut jenis, sifat dan alasan dilakukannya eksplorasi yang sah,
dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian
hukum empiris.?°

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum dibagi menjadi penelitian
hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.?Penelitian ini
menggunakan pendekatan kasus dengen jenis penelitian empiris.

1. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian ini. merupakan suatu metodologi yuridis

normatif, khususnya suatu metodologi yang diselesaikan berdasarkan

bahan hukum yang sangat vital dengan melihat spekulasi, gagasan,

standar yang sah dan peraturan yang terkait dengan pemeriksaan yang

dipimpin.??Metodologi yang sah (pendekatan status) adalah penelitian

yang berarti memeriksa semua peraturan dan pedoman yang

berhubungan dengan penelitian yang diteliti.?

19Satjipto Rahardjo, IImu Hukum,. (Bandung : Citra Aditya Bakti, Cet. Ke 4, 1996),
him. 72.

20Syratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Alfabeta, 2015),
him. 51.

ZIBambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2003), him. 42-43.

22Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), him.
75.

23 peter Mahmud Muzaki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2010), him. 93.
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2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian
hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara
mengumpulkan data dari data primer atau data yang diperoleh langsung
dari subjek penelitian, yang dilakukan baik melalui observasi maupun
wawancara langsung. Ada juga yang sependapat dengan penjelasan yaitu
suatu metode penelitian hukum yang berusaha melihat hukum dalam arti
yang sebenarnya atau bisa dikatakan melihat, mengkaji bagaimana
hukum bekerja dalam masyarakat.Penelitian ini didukung oleh literatur
yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.?*

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research),
yaitu penelitian dengan melakukan wawancara dengan beberapa
narasumber yang membutuhkan.

3. Sumber Data

Sumber informasi dalam penelitian ini adalah data primer dan
data sekunder.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer penting yang diperoleh dari informasi

lapangan dan sumber informasi penting adalah hasil pertemuan
dengan pihak-pihak yang mengetahui atau ahli tentang masalah yang
akan diteliti yang diperoleh langsung dari bidang pemeriksaan.
Sumber primer tersebut adalah informan yang dianggap ahli dan
mampu menerangkan secara holistic permasalahan yang terjadi,
penyelesaian, baik itu dari pengalaman, penerapan maupun teori.
Dalam penelitian ini, informan terbagi menjadi dua yaitu

informan kunci dan pendukung. Informan kunci adalah aparatur

24Galim HS, Penerapan Teori Hukum pada penelitian Tesis dan Desertasi, (Jakarta:
Rajagrafindo, 2013), him. 26.
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Gampong yang berwenang dalam aspek penyelesaian kasus jarimah
secara adat, antara lain adalah;
1) Keuchik (Kepala Gampong Rukoh)
2) Tuha Peut
3) Sekretaris Gampong
Dan adapun informan pendukung adalah Staf Gampong sekaligus
Pemuda Gampong
Keuchik yang merupakan kepala Gampong adalah informan yang
paling berhak dan secara resmi mewakili untuk menyampaikan apa
yang terjadi dalam kawasan kepemimpinannya, di sisi lain, setiap
kebijakan seperti penyelesaian jarimah zina, tentu keuchik memiliki
pernanan besar dalam kasus seperti ini. Dalam hal membuat
kebijakan, utamanya yang terkait dengan penyelesaian adat, tentu
tuha peut memegang peranan kunci pula, sehingga pernyataan dari
tuha peut akan menjadi data yang dianalisa untuk menjawab
pertanyaan penelitian terkait pertimbanagan aparatur Gampong
Rukoh menyelesaikan jarimah zina secara adat.
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah informasi yang diperoleh dari
sumber berikutnya atau sumber tambahan dari informasi yang benar-
benar kita inginkan. Sumber-sumber opsional terdiri dari tulisan-
tulisan membaca yang berbeda yang memiliki kepentingan untuk
konsentrasi ini, misalnya, buku, postulat, buku harian, karya logika,
artikel dan situs web.
c. Bahan Tersier
Yaitu bahan halal yang memberikan penjelasan terhadap bahan
sahih esensial dan penunjang seperti referensi kata halal, majalah,

makalah, dan lain sebagainya..
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4. Metode Pengumpulan Data
Untuk mendapatkan informasi sesuai dengan pengujian, pencipta
menggunakan beberapa metode pengumpulan informasi sebagai berikut:
a. Interview/wawancara
Wawancara adalah suatu usaha untuk mengumpulkan data
dengan mengajukan berbagai pertanyaan secara lisan, yang ditujukan
juga secara lisan. Pada dasarnya, pertemuan tersebut bercirikan
sebagai alat pemilah informasi dengan memanfaatkan tanya jawab
antara pencari data, tanya jawab, antara pencari data dan sumber
data.?® Wawancara merupakan suatu strategi pemilahan informasi
yang digunakan untuk mendapatkan data secara langsung dari
sumbernya.?®
Agar pertemuan berjalan dengan baik, penulis esai pada awalnya
menyiapkan daftar pertanyaan pertanyaan sehingga hasilnya direkam
dengan benar, menyiapkan perekam suara sebagai perekam sangat
penting.
b. Studi Kepustakaan
Untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan penelitian,
pencipta menggunakan metode pengumpulan informasi untuk
penelitian kepustakaan.Penulisan konsentrat dalam ujian ini adalah
suatu tindakan untuk mengumpulkan data yang berlaku untuk pokok
atau masalah yang menjadi objek eksplorasi.Dalam melakukan
prosedur perpustakaan, penulis mempelajari  dan memahami
peraturan dan pedoman, sentimen berkualitas baik, buku, buku

harian, dan karya-karya komposisi lainnya yang perlu digali.

25 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gajahmada Press,
2007), him. 118.

% Ridwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian, (Bandung: Alfabeta,
2005), him. 29-30
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5. Analisis Data

Setelah informasi terkumpul secara lengkap, tahap selanjutnya
yang dilakukan penulis adalah tahap pemeriksaan ini merupakan tahap
yang signifikan dan menentukan. Pada tahap ini pembuat mengumpulkan
informasi sampai hasil menyelesaikan sedikit wawasan yang dapat
digunakan untuk menjawab pertanyaan yang dilakukan dalam ulasan.
Teknik investigasi  informasi yang digunakan pencipta adalah
menjelaskan metode analisis data deskriptif kualitatif.

Penyelidikan informasi deskriptif kualitatif adalah pemeriksaan
informasi yang diselesaikan atas semua informasi yang diperoleh dengan
membentuk informasi menjadi hipotesis, kemudian, pada saat itu,
konsekuensi  pemeriksaan diajukan secara keseluruhan tanpa
menggunakan persamaan yang terukur. Berdasarkan data yang ada,
setiap tahapan proses dilakukan untuk mendapatkan keabsahan informasi
dengan menganalisis semua informasi terkini dari berbagai sumber yang
diperoleh dari lapangan.

Analisis data deskriptif kualitatif adalah penyelidikan informasi
yang diselesaikan atas semua informasi yang diperolenh dengan
membentuk informasi menjadi teori. Menurut pandangan Sugiyono,
tahapan pemeriksaan yang digunakan dalam eksplorasi ini ada empat
tahap, yaitu pemilihan informasi yang spesifik, pengurangan informasi,
penyajian informasi, dan akhir atau pengecekan:

a. Mengumpulkan informasi yang digali melalui wawancara,
catatan lapangan, dan dokumentasi baik informasi esensial
maupun opsional.

b. Penurunan informasi, khususnya informasi eksplorasi adalah
jumlah yang cukup besar sehingga harus dicatat secara hati-hati
dan mendalam. Jalannya penurunan informasi adalah merangkum

setiap informasi yang telah dikumpulkan, dan mengumpulkan
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informasi yang mendasar, memusatkan perhatian pada hal-hal
yang penting, sehingga informasi tersebut memberikan gambaran
yang lebih jelas.

c. Display data, adalah pengenalan informasi. Setelah informasi
dikurangi, tahap selanjutnya adalah memperkenalkan informasi.
Penyajian informasi dapat berupa penggambaran singkat, grafik,
hubungan antar klasifikasi, dan semacamnya. Pada langkah ini,
siklus pemeriksaan memperhalus informasi yang telah diturunkan
dalam struktur presisi tertentu, sehingga informasi tersebut
diperkenalkan secara tepat.

d. Kesimpulan atau pengecekan informasi, khususnya mengakhiri
apa yang ditemukan dari hasil penelitian. Untuk situasi ini, akhir
yang dimaksud terkait dengan solusi atas rencana masalah yang
belum sepenuhnya diselesaikan oleh analis.?’

Dalam menulis penelitian ini, penulis merujuk pada buku
panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah dan hukum UIN Ar-Raniry
Banda Aceh.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penyusunan proposal ini dibagi menjadi beberapa tahapan
yang disebut seksi. Dimana setiap bagian menggambarkan keprihatinannya
sendiri, namun dalam setting yang saling terkait satu sama lain. Secara metodis,
karangan ini merupakan bahan percakapan umum menjadi 4 (empat) bagian
pasti.

Bagian Satu, berisi presentasi yang memuat dasar-dasar masalah,
rencana masalah kemudian, pada saat itu, melanjutkan sepenuhnya tentang
komposisi, menulis survei, klarifikasi istilah, dan strategi pemeriksaan yang

kemudian diakhiri dengan komposisi yang disengaja.

21 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif..., him. 261-261.
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Bagian Dua, Pada bagian ini akan memuat terkait teori-teori dan sumber
hukum yang menjadi dasar analisa terhadap jawaban yang dipaparkan oleh
informan terkait rumusan masalah yang diteliti. Adapun aspek landasan teori ini
akan difokukan pada dasar hukum yang menjelaskan tentang wewenang dari
lembaga adat setempat untuk menyelesaikan permasalahan jarimah Diatara
teori-teori tersebut adalah konsep mashalah murasalah, dan hukum adat.

Bagian Tiga, adalah hasil data penelitian yang disajikan dengan
menggunakan metode analitis deskriptif. Penjelasan pada bagian ini meliputi
tentang gambaran umum lokasi penelitian, yaitu Gampong Rukoh secara
geografis dan sosiologis, kemudian penjelasan tentang penyelesaian Jarimah
zina di Gampong rukoh, pertimbangan aparatur Gampong rukoh untuk
menyelesaikan jarimah zina secara adat, dan selanjutnya diakhiri dengan analisa
terkait penyelesaian jarimah zina di Gampong Rukoh dilihat berdasarkan Qanun
Jinayat yang ada dan berlaku di Aceh.

Bagian Empat, adalah penarikan kesimpulan terhadap keseluruhan data

dan isi penelitian, sebagai bentuk verifikasi data serta saran penelitian.



BAB DUA
LANDASAN TEORI TENTANG ZINA

A. Zina

Terma inti yang dikaji dalam penelitian ini berfokus pada jarimah
perzinaan. Maka dari itu membutuhkan penjelasan lebih lanjut dan mendalam
terkait pengertian term zina. Hal tersebut untuk memudahkan dalam penentuan
atau identifikasi sebuah pelanggaran, melihat pembagian zina, dasar hukum
pelarangan dari sisi syariat Islam yang sudah dirangkum oleh para fugaha,
bentuk hukuman yang ditetapkan agama Islam, serta meninjau bagaimana

peraturan yang dirumuskan dalam Qanun Aceh.

1. Pengertian Zina

Kata zina merupakan istilah yang berasal bahasa arab, yaitu zana-yazni-
zinadan yang berarti ata al- mar ‘ata min ghairi ‘aqdin syar’tyin aw milkin,
artinya mendatangi atau menyetubuhi wanita tanpa adanya akad (tanpa
diketahui) akad nikah menurut syara’ atau disebabkan wanitanya adalah
kepemilikan budak selian.?® Sebagian ulama’ mendefinisikan zina dengan
perhiasan, maka berzina berarti merampas perhiasan. Bagi wanita yang
paling utama perhiasan utamanya adalah kehormatannya, maka
merampas kehormatan ini berartimenghilangkan modal dari wanita itu.

Dari kedua definisi zina yang. dipaparkan di atas, makadapat
disimpulkan bahwa zina merupakan perbuatan bersetubuh (memasukkan
penis kedalam vagina) di luar ikatan nikah yang sah dan berbeda jenis
kelaminnya, yang dapat merusak kehormatan atau perhiasan perempuan

(pecahnya selaput darah dalam vagina).?®

21bnu Hajar Ash-Qalany, Bulugh al-Maram, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), him. 190
29Sayid Sabig, Figh al-sunnah, vol. Il, (Libanon: Darul Fikar, 1981), him. 370

20



21

Para ulama dalam memberikan definisi zina ini berbeda redaksinya,

namun tetap memiliki kesamaan dalam subtansinya.*

a. Malikiyah mendefinisikan bahwa zina adalah persetubuhan yang
dilakukan oleh mukalaf terhadap farji manusia (wanita) yang bukan
miliknya secara disepakati dengan kesengajaan.

b. Syafi’iyah memberikan definisi bahwa zina adalah memasukkan
zakar ke dalam farji yang diharamkan karena zatnya tanpa ada
syubhat dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat.

c. Hanafiyah menyatakan bahwa zina adalah nama bagi persetubuhan
yang haram dalam qubul (kemaluan) seorang perempuan yang masih
hidup dalam keadaan ikhtiar (tanpa paksaan) di dalam negeri yang
adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku hukum
Islam, dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat
dalam miliknya.

Definisi zina yang dikemukakan oleh para mazhab tersebut secara
esensi tidak ada perbedaan yang signifikan, karena pada dasarnya
perbuatan zina ada dua unsur yang harus terpenuhi yaitu:

1) Adanya persetubuhan antara dua orang yang berlainan jenis.

2) Adapun laki-laki atau perempuan tersebut tidak dalam ikatan

yang sah.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa zina itu
merupakan perbuatan yang sangat terlarang dan merupakan dosa
yang amat besar, selain itu perbuatan itu juga akan memberikan
peluang bagi berbagai perbuatan yang memalukan lainnya yang akan
menghancurkan landasan keluarga yang sangat mendasar, yang akan
mengakibatkan terjadinya banyak perselisihan dan pembunuhan,
serta menyebarkan berbagai macam penyakit baik jasmani maupun

0Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam..., hlm. 6-7.
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rohani, oleh karena Al-Qur’an menjelaskan kepada manusia tentang
zina ini dalam Surat Al-Israa’ ayat 32.
Y Sl sl Finlh S XD A 108
Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan
keji, dan suatu jalan yang buruk. (Q.S. Al-Isra’ [17]: 32).

Jarimah Zina termasuk dalam jarimah hudud, jarimah hudud
adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Had atau hudud
mencakup seluruh atau semua jarimah, baik hudud sendiri, gisas maupun
diat, karena hukuman pada keseluruhannya itu telah ditentukan secara
syara’. Berbeda halnya dengan yang dijelaskan oleh Sayyid Sabiq, beliau
menjelaskan bahwa hudud ialah sanksi yang telah ditetapkan untuk
melaksanakan hak Allah. Oleh karena itu, menurutnya, ta’zir dan qis}as
tidak termasuk kedalam hudud, karena ta’zir itu keputusannnya diambil
dari pendapat hakim setempat, sedangkan gisas merupakan hak sesama
manusia dalam menuntut balas dan keadilan.®

Adapun pengertian tentang zina mukrah adalah perkosaan dalam
bahasa arab disebut al wath’u bi al ikraah (hubungan seksual dengan
paksaan). Jika seorang laki-laki memerkosa sesorang perempuan, seluruh
fugaha sepakat perempuan itu tak dijatuhi hukuman zina, baik hukuman
zina cambuk 100 kali maupun hukuman rajam.®2

Ibnu Qayyim mengisahkan pada surah al-an’am ayat 145 ini
dijadikan hujjah oleh Ali bin Abi Thalib ra di hadapan Khalifah Umar
bin Khathab ra untuk membebaskan seorang perempuan yang dipaksa
berzina oleh seorang pengembala, demi mendapat air minum karena
perempuan itu sangat kehausan.

Adapun dalil sunnah adalah sabda Nabi SAW, “Telah diangkat
dari umatku (dosa/sanksi) karena ketidaksengajaan, karena lupa, dan

3IM. Nurul Irfan dan Masyrofah, Figh Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2013), him. 14
32Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam..., him. 145.
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karena apa-apa yang dipaksakan atas mereka.” (HR Thabrani dari
Tsauban RA, Imam Nawawi berkata, “ini hadits hasan”) Pembuktian
perkosaan sama dengan pembuktian zina, yaitu dengan salah satu dari
tiga bukti (al bayyinah) terjadinya perzinaan beriku: pertama, pengakuan
orang yang berbuat zina sebanyak empat kali secara jelas, dan dia tak
menarik pengakuannya itu hingga selesainya eksekusi hukuman zina.
Kedua, kesaksian empat laki-laki Muslim yang adil (bukan fasik) dan
merdeka, yang mempersaksikan satu perzinaan (bukan perzinaan yang
berbeda-beda) dalam satu majelis (pada waktu dan tempat yang sama),
dengan kesaksian yang menyifati perzinaan dengan jelas, Kketiga,
kehamilan (al-habl), yaitu kehamilan pada perempuan yang tidak
bersuami.

Jika seorang perempuan mengklaim di hadapan hakim (qgadhl)
bahwa dirinya telah diperkosa oleh seorang laki-laki, sebenarnya dia
telah melakukan gadzaf (tuduhan “zina) kepada laki-laki itu,
kemungkinan hukum syara’ yang diberlakukan oleh hakim dapat
berbeda-beda sesuai fakta yang ada, antara lain adalah: pertama, jika
perempuan itu mempunyai bukti perkosaan, yaitu kesaksian empat laki-
laki Muslim, atau jika laki-laki pemerkosa mengakuinya, maka laki-laki
itu dijatuhi hukuman zina, yaitu dicambuk 100 kali jika di muhshan.

Kedua, jika perempuan itu tidak mempunyai bukti perkosaan,
maka hukumannya dilihat lebih dulu, jika laki-laki yang dituduh
memerkosa itu orang baikbaik yang menjaga diri dari zina (al’iffah an
zina), maka perempuan itu dijatuhi hukuman menuduh zina (had al
gadzaf), yakni 80 kali cambukan sesuai dengan Qs An Nuur: 4: 6
Adapun jika laki-laki yang dituduh memperkosa itu fasik, yakni bukan
orang yang baik-baik yang menjaga diri dari zina, maka perempuan itu,

tidak dapat dijatuhi hukuman menuduh zina.
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2. Dasar hukum larangan zina dalam Islam

Seseorang dikatakan berzina harus diteliti dengan sangat hati-hati
jangan sampai keliru dalam menentukan hukumannya. Sebab jika keliru
akan merugikan orang lain, karena hukuman zina adalah sangat berat
bagi para pelakunya. Adapun dasar penetapan perbuatan zina sebagai
berikut :

a.Adanya kesaksian empat orang, laki-laki, baligh, berakal, dan
adil. Keempat saksi memberikan kesaksian yang sama baik tempat,
pelaku, waktu dan cara melakukannya. Apabila syarat-syarat itu tidak
terpenuhi,maka belum bisa dikatakan berbuat zina.

b.Pengakuan pelaku yang sudah baligh dan berakal.

c. Qarinah atau tanda-tanda atau indikasi.

d.Qarinah yang dapat dianggap sebagai barang bukti perzinaan
yang sahadalah jelasnya kehamilan wanita yang tidak bersuami.

(bukan perkosaan).

Adapun dasar hukum dalam al-qur’an dan hadis telah banyak
disebutkan antara lain zina dera atau cambuk seratus kali adalah firman
Allah SWT dalam surat An-Nir ayat 2 yang berbunyi:*3
OFat dE G A i o8 4815 Lagy B84 ¥ 53l 2L Lgha a5 08 130806 o050 5 ) 30

Y GiiaBall (a Aaila Lagalie dgitals 58N o3l

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari
keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya
mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman
kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka

disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. (QS: An-Nir [24]: 2).

%Fauzan al-Anshari Abdurrahman Madjrie, Hukuman Bagi Pezina dan Penuduhnya,
(Jakarta: Kahirul Bayan, 2002), him. 6.
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Dari definisi tersebut dapat kita kemukakan bahwa hukuman
merupakan balasan yang setimpal atas perbuatan pelaku kejahatan yang
mengakibatkan orang lain menjadi korban akibat perbuatannya. Adapun
dasar penjatuhan hukuman tersebut antaranya Q.S. Shad ayat 26 :

O ) Ji (o Sl (s 5el) o V5 (3ally ) G 826 W) o AR Stibs B By

1) a2 53 505 g 5 ol 28 0 i G &3bamd
(Allah berfirman), “Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan
khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara
manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena
akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat
dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan
hari perhitungan.”(QS. Shad [38]: 26).

Selanjutnya, ayat yang tegas menyatakan pelarangan terhadap
mendekati dosa zina adalah sebagai berkut:
Y'Y Sl sl 5 dnals GRAT 330 558 V5

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu
perbuatan Kkeji, dan suatu jalan yang keji. (Q.S Al-Isra’ [17]: 32).
Delik perzinaan ditegaskan dalam al-Qur’an dan sunnah.

Hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah (ghairu muhsan)
didasarkan pada ayat al-Qur’an, yakni didera seratus kali. Sementara
bagi pezina muhsan dikenakan sanksi rajam. Rajam dari segi bahasa
berarti melempari batu. Rajam adalah melempari pezina muhsan sampai
menemui ajalnya.®*

Zina adalah perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya
dikenakan sanksi yang berat, baik itu hukum dera maupun rajam, karena
alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan akal. Hal

ini disebabkan karena perbuatan zina sangat dicela oleh Islam dan

34Sayyid Sabig, Figh Sunnah, him. 87.



pelakunya dihukum dengan hukuman rajam (dilempari batu sampai
meninggal dengan disaksikan orang banyak), jika ia muhsan. Jika ia
ghairu muhsan, maka dihukum cambuk 100kali.

Adanya perbedaan hukuman tersebut karena muhsan seharusnya
bisa lebih menjaga diri untuk melakukan perbuatan tercela itu,
apalagi kalau masih dalam ikatan perkawinan yang berarti menyakiti
dan mencemarkan nama baik keluarganya, sementara ghairu muhsan
belum pernah menikah.*

Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia, zina adalah perbuatan
asusila yang dilakukan seorang pria dan wanita di luar ikatan pernikahan
yang sah. Sedangkan menurut Al-Jurjani, bisa dikatakan zina apabila
telah memenuhi dua unsur yaitu:>®

a. Adanya persetubuhan (sexual intercourse) antara dua orang yang
berbedajenis kelaminnya (heterosex).

b. Tidak adanya keserupaan atau kekeliruan (syubhat) dalam
perbuatan sek (sex act).

Dengan unsur pertama, maka jika dua orang yang berbeda
kelaminnya baru bermesraan, misalnya berciuman atau berpelukan,
belum dapat dikatakan berbuat zina, yang dapat dijatuhi hukuman had,
berupa dera bagi yang belum pernah kawin atau rajam bagi yang sudah
pernah kawin, tetapi mereka bisa dihukum ta’zir yang bersifat
edukatif.3’

Bagaimana dengan inseminasi buatan dengan mentransfer sperma
pada ovum donor untuk memperoleh keturunan. Bila dikaitkan dengan
definisi zina danklasifikasinya yang telah dijelaskan oleh Jurzanim maka

tidak dianggap sebagai perbuatan zina, sebab tidak terjadi sexual

$Wahbah Zuhaili, Figh Imam Syafi’i, (Jakarta: Almahira, 2010), him. 340.
*1bid. 341.
71bid. 342.

26
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intercourse (persetubuhan).®

3. Macam-macam Zina dan hukumannya
Ada sebagian ulama mendefisikan macam-macam pelaku zina ada dua macam
sebagai berikut:®
a. Zina mujsan yaitu zina yang dilakukan orang yang pernah terikat tali
ikatan perkawinan, artinya yang dilakukan baik suami, istri duda atau
janda. Hukuman (kad) bagi pelaku zina mujsan, yaitu dirajam atau
dilempari batu sampai pelaku mati.
b. Zina ghairu mu/san yaitu zina yang dilakukan orang yang belum pernah
menikah. had (hukuman) bagi pelaku zina ghairu Mukhson di jilid atau

di cambuk sebanyak 100 kali dan dibuang ke daerah lain selama 1 tahun.

Yang memiliki hak untuk menerapkan hukuman tersebut hanya khalifah

(kepala negara Khilafah Islamiyyah) atau orang-orang yang ditugasi

olehnya seperti gadhi atau hakim. Qadhi (hakim) memutuskan perkara

pelanggaran hukum dalam mahkahmah pengadilan.

Dalam memutuskan perkara tersebut gadhi itu harus merujuk dan
mengacu kepada ketetapan syara’. Yang harus dilakukan pertama kali oleh
gadhi adalah melakukan pembuktian benarkah pelanggaran hukum itu benar-
benar telah terjadi.

Adapun wanita hamil dan orang sakit, maka pelaksanaan hukum atasnya
ditunda hingga wanita hamil itu melahirkan dan orang yang sakit sembuh dari
penyakitnya. Imam Syafi’t Abu Abdullah karena pada prinsipnya kesalahan
hanya dibebankan kepada orang yang melakukannya.

Soal hukuman yang diberikan bagi para pezina muhsan dan ghairu
mushan banyak perbedaan pandangan. Menurut Mazhab Dzahiri pelaku zina

muhsan (pelaku zina yang telah kawin) mendapat hukuman rangkap: dera

38Sayid Sabig, Figh al-sunnah, him. 369.
¥Imam Al-Hafizh Abu Isa Muhammad, Terjemah Sunan At Tirmidzi Jilid II,
(Semarang: Asy Syifa’, 1992), hlm. 800-803.



28

terlebih dahulu kemudian baru dirajam berdasarkan Hadis Nabi: “Pelaku zina
yang telah kawin atau pernah kawin itu didera 100 kali dan dirajam”.%°

Berkaitan dengan hukuman bagi pezina itu, Imam Syafi’i juga
berpendapat; hukuman rajam (stoning to death), yang berarti hukuman mati bagi
pelaku zina muhsan sudah seharusnya dibebankan atas pelaku zina apabila
perbuatan zina itu diketahui oleh empat orang saksi. Bagi Imam Syafi’i
hukuman dera sangat pantas diberikan kepada pelaku zina muhsan karena si
pelaku zina seharusnya (wajib) menjaga loyalitas dan nama baik keluarga, dan
lagi perbuatan zina itu mengandung bahaya-bahaya yang besar bagi
keluarganya, masyarakat, dan negara.*!

Hal ini berdasarka firman Tuhan: “Dan (terhadap) para wanita yang
mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu
(yang menyaksikannya).

Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah
mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau
sampai Allah SWT memberi jalan lain kepadanya”.*2

Perbuatan keji: menurut Jumhur Mufassirin yang dimaksud perbuatan
keji ialah perbuatan zina, sedang menurut pendapat yang lain ialah segala
perbuatan mesum seperti: zina, homoseksual dan yang sejenisnya, menurut
pendapat muslim dan Mujtahid yang dimaksud dengan perbuatan keji ialah
musahagah (homosek antara wanita dengan wanita).

Dalam ayat surat Al-Nar ayat 2 Allah SWT juga menjelaskan:
“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap
seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada

keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah SWT, jika kamu

40Masjfuq Zuhdi, Masail Fighiyah, (.Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997), him. 35.
“1bid. 36.
42Abu Bakar Jabir Al-Jaza’iri, Minhajul Muslim, (Solo: Insan Kamil, 2008), him. 881.
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beriman kepada Allah SWT, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan)
hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.*®

Hukuman dera (flogging) yang relatif ringan, menurut Imam Syafi’i,
patut diberikan kepada pelaku zina yang belum kawin (ghairu muhsan), karena
si pelaku masih hijau, belum berpengalaman, maka dengan hukuman dera itu
diharapkan bisa memberi kesadaran padanya, sehingga ia tidak mau
mengualangai perbuatannya yang tercela.**

4. Wewenang Penyelesaian Jarimah Dalam Qanun Aceh

Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat pada
Bab I pasal 1 nomor 16, disebutkan bahwa “Jarimah adalah perbuatan yang
dilarang oleh Syariat Islam yang dalam Qanun ini diancam dengan ‘Uqubat
Hudud dan/atau Ta’zir”, dan pada No. 26 disebutkan bahwa

“Zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan

seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan

kedua belah pihak™.*

Pada BAB IV tentang Jarimah Dan ‘Uqubat disebutkan di bagian ketiga
tentang khalwat, Pasal (24)

“Jarimah khalwat yang menjadi kewenangan peradilan adat diselesaikan

menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan

adat dan adat istiadat dan/atau peraturan perundang-perundangan lainnya

mengenai adat istiadat.””®

Jika dirujuk ke dalam Qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat,
maka ditemukan bahwa perkara khalwat terdapat pada BAB VI tentang
Penyelesaian Sengketa/Perselisihan dalam huruf (d), ayat (1) pasal 13, yaitu

43Abu Bakar Jabir Al-Jaza’iri, Minhajul Muslim, him. 881.

4“Adib Bisri Musthofa dkk, Muwaththa’ Al-lmam Malik r.a, (Semarang:Asy-Syifa’,
1993), him. 558-559.

4Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

4Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat
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Khalwat meusum, diselesaikan dengan cara seperti yang disebutkan dalam pasal

13 ayat (2), bahwa
“penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diselesaikan secara bertahap. Dan, pada ayat (3)
lanjutan disebutkan bahwa aparat penegak hukum memberikan
kesempatan agar sengketa/perselisinan diselesaikan terlebih dahulu
secara adat di Gampong atau nama lain.*” Adapun pada pasal Pasal 14
ayat (2) Penyelesaian secara adat di Gampong atau nama lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat
yang terdiri atas:*®

a. Keuchik atau nama lain;

b. imeum meunasah atau nama lain;

c. tuha peut atau nama lain;

d. sekretaris Gampong atau nama lain; dan

e. ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya di Gampong atau nama lain yang

bersangkutan, sesuai dengan kebutuhan.

B. Pembuktian Jarimah Zina

Untuk menetapkan hukuman bagi pelaku zina, maka tentu harus memnuhi
syarat-syarat yang dapat membuktikan perbuatan zina itu sendiri, maka
selanjutnya akan dibahas terkait pembuktian jarimah zina, meliputi pengertian
pembuktian, macam-macam alat bukti, serta perspektif Qanun Aceh terkait

jarimah zina.

1. Pengertian pembuktian
Pembuktian merupakan sesuatu hal yang sangat penting, sebab

pembuktian merupakan esensi dari suatu persidangan guna mendapatkan

47Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat
Istiadat, him. 7.
“81bid. 8.
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kebenaran yang mendekati kesempurnaan. Di dalam hukum Islam, pembuktian
biasa disebut dengan al-bayyinah}, secara etimologi berarti keterangan, yakni
segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang haq (benar).
Secara terminologi Al-bayyinah adalah membuktikan suatu perkara
dengan mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas
meyakinkan.*® Bayyinah  dalam _istilah fugaha, sama dengan syahadah
(kesaksian). Tetapi Ibnu Al Qayyim memaknai bayyinah dengan segala yang
dapat menjelaskan perkara.>
Hasbi Ash-Shiddieqy mendefinisikan pembuktian sebagai segala sesuatu
yang dapat menampakkan kebenaran, baik ia merupakan saksi atau sesuatu yang
lain.®! Lebih lanjut ia memberikan penjelasan yang dimaksud dengan
membuktikan sesuatu ialah memberikan keterangan dan dalil hingga dapat
meyakinkan dan yang dimaksud dengan yakin adalah sesuatu yang diakui
adanya, berdasarkan kepada penyelidikan atau dalil. Dan sesuatu yang sudah
diyakinkan adanya, tidak bisa lenyap, terkecuali dengan datangnya keyakinan
yang lain.
2. Macam-macam alat bukti zina perspektif Ulama
Pelaku jarimah zina dapat dikenai hukuman had, apabila perbuatan telah
dapat dibuktikan. Untuk had zina ada tiga macam cara pembuktikan, yaitu:
a. Saksi
b. Pengakuan, dan
c. Qarinah.>
Zina dapat dibuktikan baik dengan pengakuan maupun dengan

persaksian. Dalam hal ini terdapat pengakuan, menurut Imam Syafi’i dan Malik,

49Sobhi Mahmassani, Falsafatu at-Tasyri’ fi al-Islam, terjemah, terj. Ahmad Sudjono,
Filsafat Hukum dalam Islam, (Bandung: Alma arif ,1976), him. 239.

%M. Hashi Ash-Shiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam, (Semarang: Pustaka
Rizki Putra, 1997), him. 139.

SIM. Hashi Ash-Shiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam, him. 129.

2Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar
Grafika, cet. Il, 2006), him. 54.
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bila pelakunya dewasa dan berakal yang mengakui perbuatanya itu, maka
hukuman harus dilakukan.

Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan Syiah Imamiyah berpendapat bahwa
hukuman tidak dijatuhkan, kecuali pengakuan pelaku diulang-ulang sebanyak
empat kali. Sedangkan untuk pembuktian melalui saksi harus terpenuhi adanya
empat orang saksi laki-laki yang terpercaya dan para saksi yang menyatakan
bahwa mereka telah menyaksikan hubungan seksual itu secara jelas. Jika ada
orang yang menuduh orang lain melakukan zina dan dia tidak dapat
menghadirkan empat saksi, maka orang itu dituduh melakukan gadzaf (menuduh
zina secara palsu).>

Para ulama telah sepakat bahwa jarimah zina tidak bisa dibuktikan,
kecuali dengan empat orang saksi. Apabila kurang dari empat orang saksi, maka
persaksian tersebut tidak dapat diterima. Hal ini apabila pembuktiannya itu
hanya berupa saksi semata-mata dan tidak ada bukti-bukti yang lain.56 Hal ini

didasarkan pada al-Qur’an sebagai berikut:

p)
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Artinya: Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara
perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada empat orang saksi
di antara kamu (yang menyaksikannya). Apabila mereka telah memberi
kesaksian, maka kurunglah mereka (perempuan itu) dalam rumah sampai
mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah  memberi jalan (yang lain)
kepadanya. (Q.S An-Nisa [4]: 15).

S3Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, him. 41.
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Dalam menentukan saksi tidak setiap orang bisa diterima untuk menjadi
saksi. Mereka yang diterima dengan saksi adalah orang yang telah memnuhi
syarat seperti yang ditentukan. Syarat ini ada yang umum dan ada yang khusus
untuk jarimah zina saja. Syarat itu antara lain:

a. Baligh (dewasa)
b. Berakal
Kuat ingatan

c
d. Dapat berbicara

@

Dapat melihat
f. Adil
g. Islam Tidak ada penghalang persaksian.>*

Untuk sebuah pembuktian dengan pengakuan, apabila orang yang
mengaku berzina mencabut pengakuannya, maka hukuman had menjadi gugur,
karena pencabutan tersebut menimbulkan syubhat. Pencabutan itu boleh
dilakukan sebelum sidang atau sesudahnya. Boleh sebelum pelaksanaan
hukuman atau pada saat pelaksanaan hukuman.

Pencabutan pengakuan bhisa dilakukan dengan cara memberikan
pernyataan sharih (jelas/tegas) dan bisa juga dengan dilalah, seperti melarikan
diri pada saat hukuman akan dilaksanakan. Akan tetapi menurut Imam Syafi’i
lari semata-mata bukan merupakan pencabutan atas pengakuan. Oleh karena itu,
pelaku perlu dimintai ketegasannya setelah ditangkap kembali.

Alasan jumhur ulama’ memasukkan lari sebagai pernyataan pencabutan
atas pengakuan didasarkan pada hadis Rasulullah saw. Ketika Ma’iz melarikan
diri pada saat akan dilaksanakannya hukuman rajam, ia dikejar oleh para
sahabat, setelah ia tertangkap kemudian hukuman rajam di laksanakan oleh
Sahabat.

**Ibid.
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Ketika peristiwa itu dilaporkan kepada Rasulullah saw, beliau
mengatakan ;”....kenapa tidak engkau tinggalkan (biarkan) saja dia?”*>> Ucapan
Nabi ini menunjukkan bahwa lari dapat menggugurkan had, karena di anggap
sebagai pencabutan atas pengakuan.

Sesuatu yang menarik dalam eksekusi hukuman rajam atas pelaku zina
muhsan adalah apabila pembuktian didasarkan pada pengakuannya sendiri.
Apabila kemudian ia melarikan diri saat hukuman dijatuhkan, menurut
mayoritas ahli hukum, ia tidak perlu dikejar.>®

Pembuktian lain dalam had zina adalah pembuktian dengan garinah.
Qarinah atau tanda yang dianggap sebagai alat pembuktian dalam jarimah zina
adalah timbulnya kehamilan pada seorang wanita yang tidak bersuami, atau
tidak diketahui suaminya. Disamakan dengan wanita yang tidak bersuami,
wanita kawin dengan anak kecil yang belum baligh, atau dengan orang yang
sudah baligh, tetapi kandungannya lahir sebelum enam bulan.>’

Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi’i, dan Imam Ahmad,apabila
tidak ada bukti lain untuk jarimah zina selain kehamilan maka apabila wanita itu
mengaku bahwa ia di paksa, atau persetubuhan terjadi karena syubhat, maka
tidak ada hukuman had baginya.

Demikian pula apabila tidak mengaku dipaksa atau tidak pula mengaku
terjadi syubhat dalam persetubuhannya, maka ia juga tidak dikenai hukuman
had, selama ia tidak mengaku berbuat zina, karena hukuman had itu harus
dibuktikan dengan saksi atau pengakuan.>®

Sebenarnya kehamilan semata-mata bukan merupakan garinah yang pasti

atas terjadinya zina, karena mungkin saja kehamilan tersebut terjadi karena

%1bid.

%Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam
Wacana dan Agenda, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), him. 25

S”Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, him. 65.

%81bid. 56



35

akibat kasus perkosaan. Oleh karena itu, apabila terjadi syubhat dalam
terjadinya zina tersebut, maka hukuman had menjadi hapus (gugur).
3. Qanun Aceh Tentang Larangan Zina

Aceh dengan penerapan syariat Islam sangat melarang perbuatan zina,

dapat kita lihat dengan penetapan kriminalisasi terhadap pelaku zina yang

tertuang pada BAB IV tentang Jarimah dan ‘Uqubat di bagian Kelima

menyebutkan tentang zina pada Pasal 33 (1) bahwa
“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina, diancam
dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali”. Selanjutnya pada
ayat (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100
(seratus) kali dan dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir denda paling
banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau ‘Uqubat Ta’zir
penjara paling lama 12 (dua belas) bulan. (3) Setiap Orang dan/atau
Badan Usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau
mempromosikan Jarimah Zina, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk
paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000
(seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus)

bulan.>®

C. Adat dan Hukum Adat

Adat-istiadat merupakan kaidah-kaidah yang tidak hanya dikenal, diakui dan
dihargai akan tetapi juga ditaati. Adat-istiadat mempunyai ikatan dan pengaruh
yang kuat dalam masyarakat, kekuatan mengikat tergantung pada masyarakat
yang mendukung adat istiadat tersebut yang terutama berpangkal pada perasaan
keadilannya. Tidak semua adat merupakan hukum, ada perbedaan antara adat

dan istiadat biasa dan Hukum Adat.

%9Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat
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Kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dikitabkan (dikodifikasikan) dan
bersifat paksaan serta mempunyai sanksi (hukum), jadi mempunyai akibat
hukum, kompleks ini disebut Hukum Adat. Untuk lebih jelasnya kita lihat
definisi atau batasan mengenai Hukum Adat yang dikemukakan oleh C. Van

Vollenhoven yang menyatakan :

“Hukum Adat adalah keseluruhan antara tingkah laku yang mengatur tingkah
laku manusia dalam kehidupan masyarakat yang merupakan adat dan sekaligus
mempunyai atau memberi sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya dan ada

upaya memaksa”

Jadi dari definisi dan pengertian di atas dapat disimpulkan kreteria Hukum Adat

antara lain :

1. Adanya aturan tingkah laku yang mengatur kehidupan manusia.
2. Aturan tingkah laku itu mempunyai sanksi.

3. Mempunyai upaya memaksa.

4. Memberikan sanksi kepada siapa saja yang melanggar. Dengan demikian

maka yang dimaksud dengan :

Adat adalah aturan yang mengatur tingkah laku manusia.

Hukum Adat adalah aturan yang mengatur tingkah laku manusia,
bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut dikenai sanksi dan
sanksi itu dapat dipaksakan. Persamaannya :
e Sama-sama mengatur norma tingkah laku manusia
e Sama-sama mempunyai sanksi.

Perbedaanya :
e Kalau adat sanksinya tidak dapat dipaksakan.

e Kalau Hukum Adat sanksinya dapat dipaksakan.
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Sanksi atau ancaman hukuman adalah berupa reaksi dari masyarakat
hukum yang bersangkutan, reaksi dari masyarakat hukum ini dalam
pelaksanaannya sudah barang tentu dilakukan penguasa masyarakat hukum,
dimaksudkan penguasa masyarakat hukum yang bersangkutan menjatuhkan
sanksinya terhadap sipelanggar peraturan adat dan kemudia menjatuhkan
putusan hukuman. Jadi demikianlah secara sederhana dan segi parktisnya dapat
kita lihat perbedanya antara Adat dan Hukum Adat yang terletak pada ancaman
hukuman atau sanksinya, yaitu kalau Adat sanksinya tidak dapat dipaksakan
sedangkan Hukum Adat dapat dipaksakan. Secara teoritis akademis sudah
timbul kesulitan-kesulitan untuk membedakan kedua gejala sosial tadi, apalagi

di dalam prakteknya dimana kedua gejala tadi berkaitan dengan eratnya.®°

®0Sigit Sapto Nugroho, Pengantar Hukum Adat Indonesia, (Solo: Pustaka Iltizam,
2015), him. 24-25.



BAB TIGA
PENYELESAIAN JARIMAH PERZINAAN SECARA ADAT
DENGAN CARA DINIKAHKAN

A. Gambaran Umum Gampong Rukoh

Gampong Rukoh yang bermukim pada mukim Tgk. Chik di Lamnyong
ini memiliki lima buah dusun yaitu dusun Lam Ara, dusun Meunasah Baro,
dusun Silang, dusun Meunasah Tuha, dan dusun Lamnyong. Gampong ini
memiliki jumlah penduduk sekitar 5.990 jiwa yang terbagi menjadi 2.607
penduduk laki-laki dan 2.383 penduduk perempuan.®® Gampong Rukoh
merupakan salah satu tempat yang banyak dihuni oleh mahasiswa yang berasal
dari luar Banda Aceh. Kebanyakan mereka menyewa tempat tinggal sementara
(rumah kontrakan) sebagai tempat tinggal selama menjalani kuliah di perguruan
tinggi. Selain dekat dengan dua perguruan tinggi ternama di Aceh yaitu
Universitas Syiah Kuala dan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Gampong ini
juga memiliki pasar, puskesmas, mesjid, asrama, toko alat tulis, dll yang
mempermudah mahasiswa untuk mengakses segala keperluan baik untuk
keperluan pribadi maupun keperluan akademik.5?

Rukoh yang diapit oleh perguruan tinggi ternama tentu mendatangkan
mahasiswa dari berbagai daerah, yang pastinya membutuhkan tempat tinggal
selama menemupuh pendidikan tinggi, yang terjangkau, dan dekat dengan
kampus. Maka dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa, Rukoh yang
merupakan radius terdekat tersebut menjadikan warga sekitar juga
memanfaatkan rumah atau bangunan tempat tinggal untuk disewakan kepada
para mahasiswa ataupun mahasiswi, baik dalam bentuk kos-kosan maupun

sebagai rumah kontrakan.

61 Kecamatan Syiah Kuala dalam Angka 2016 Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh,
(Online), http://bandaacehkota.bps.go.id, diakses tanggal 25 Mei 2017
62 Dikutip dari situs http://bappeda.bandaacehkota.go.id, diakses tanggal 25 Mei 2017
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Hal tersebut menjadikan rukoh, memiliki penduduk yang domisilinya
bersifat sementara atau temporal, atau juga disebut sebagai pendatang baru yang
bukan asli berasal dari Rukoh. Hal ini akan menjadi sangat penting dalam
pembahasan permasalahan dalam penelitian ini serta menganalisa data yang
memuat terkait kasus jarimah yang terjadi di Rukoh.

Jenis letak geografis yang menjadikan Gampong Rukoh sebagai tempat
yang menerima pendatang dari berbagai daerah baik dari seluruh Aceh,
Indonesia bahkan juga dari luar Negeri, yang sebagian besar pendatangnya
merupakan mahasiswa yang masih muda, menjadikan penelitian ini menjadi
memiliki sisi keunikan tersendiri. Bisa disimpulkan dari hasil wawancara
bahwa, secara keseluruhan kasus mesum yang terjadi di Gampong Rukoh tidak
dilakukan oleh penduduk asli, melainkan pendatang yang notabene berdomisili

tersebut di kos atau rumah kontrakan, sebagaimana pernyataan oleh Informan :

“Kasus meusum, baik itu khalwat maupun dicurigai sebagai sesuatu
yang mengarah ke perzinahan, yang memang tidak dibenarkan secara
adat dan secara keras dilarang oleh Agama Islam, yang terjadi di
Gampong kami dilakukan oleh mahasiswa yang masih muda dengan
umur kisaran 19-25 tahun (rata-rata), belum menikah, namun
melakukannya di tempat tinggal yang mereka sewa di Gampong
Rukoh.”®

Maka dari pernyatan tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan untuk
aspek pelaku yang terlibat dalam kasus perbuatan yang mengarah ke perzinaan
bukanlah putra-putri daerah, melainkan pendatang yang sebagian besar perantau
yang sedang mengenyam pendidikan atau bekerja di Banda Aceh.

Simpulan tersebut dapat menjadi sebuah patokan atau awal mula
keunikan dan perbedaan penyelesaian jarimah yang diteliti, hal ini akan semakin

terlihat kontras kenapa dalam sub-bab selanjutnya, yang akan dijelaskan dengan

83 Wawancara dengan Indra Agusri pada tanggal 28 Desember 2022.
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paparan data serta analisa yang berdasarkan dengan kerangka teori serta
kejadian realita yang terjadi.

B. Penyelesaian Jarimah Zina Pada Gampong Rukoh
Pada tahun 2022 terdapat total 10 kasus “perzinaan” yang ditemukan dan
berakhir pada pengadilan Gampong, hal tersebut merupakan temuan yang
ditemukan berdasarkan laporan serta kecurigaan masyarakat setempat.
Keseluruhan kasus dilakukan oleh pelaku yang bukan warga asli di Gampong
Rukoh, melainkan perantau yang menyewa kos atau kontrak rumah, baik dengan
tujuan pendidikan (kuliah) maupun pekerjaan.
Hal tersebut seperti yang diampaikan oleh skeretaris Gampong, Indra
Agusri:
“Pada tahun 2021 terdapat 5 kasus, selanjutnya pada tahun 2022 terdapat
total 10 kasus yang ditemukan, digrebek oleh masyarakat, selanjutnya
diamankan oleh polsek setempat, dan dilanjutkan dengan penyelesaian di
Balai Gampong, dari hasil total 10 kasus pada tahun 2022, sebanyak 5
kasus, pasangan pelaku dinikahkan, dan 5 pasangan pelaku berakhir
dengan mediasi saja, sepuluh pasangan tersebut juga disanksi dengan
tidak boleh menampakkan lagi di Gampong Rukoh, dan mereka juga
pada dasarnya bukan warga asli Gampong ini, melainkan perantau yang

datang dan berdomisili di sini untuk tujuan pendidikan dan pekerjaan.”%*

Jika dilihat secara angka, maka kasus dari tahun sebelumnya (2021) ke
tahun selanjutnya (2022), meningkat sebanyak 100% atau dua kali lipat dari
sebelumnya. Namun Jika dianalisa berdasarkan tahun dan pernyataan yang
disampaikan oleh informan yang menyatakan bahwa keseluruhan pasangan yang
digrebek, ditangkap dan di adili di Balai Gampong merupakan pasangan yang

bukan warga asli Gampong Rukoh, maka dapat dikaitkan dengan keadaan pada

#\Wawancara dengan Indra Agusri pada tanggal 28 Desember 2022.
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tahun 2020-2021 yang merupakan tahun masa transisi dari masa pandemic, yang
dimana perkuliahan secara serentak masih memberlakukan kuliah online atau
paling tidak blended.

Kaitan tersebut tentu berimbas kepada jumlah perantau yang berdomisili
di Rukoh, yang juga sebagian besar merupakan mahasiswa. Kealpaan dari
mahasiswa yang ada di rukoh dapat dikaitkan dengan trend kasus yang terjadi,
alih-alih langsung mengaitkan bahwa penyelesaian “jarimah zina” tidak efektif,
dengan melihat kenyataan peningkatan kasus yang signifikan. Hal tersebut
didukung oleh pernyataan informan yang menyatakan bahwa umur dari pelaku
kasus khalwat berusia 20 sampai 28 tahun.

“Pelaku dari kasus yang diselesaikan di Gampong Rukoh, rata-rata
adalah mahasiswa, dengan umur paling muda kisaran 20 tahun dan yang
paling tua adalah 28 tahun, sebanyak 17 orang dari 20 orang (10
pasangan) berstatus mahasiswa/mahasiswi, dan sisanya merupakan

pekerja, atau yang sedang mencari pekerjaan.”%

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa sebanyak 50% kasus
“perzinaan” yang ditemukan masyarakat, beakhir dengan mediasi dan
sebagiannya lagi dinikahkan. Adapun mengenai proses penyelasiannya akan

diuraikan dari mulai penemuan sampai penyelesaian.

Pada keseluruhan kasus yang ditemukan merupakan hasil dari laporan
yang berawal dari keucrigaan masyarakat setempat di lokasi kejadian tersebut.
Ada yang dicurigai karena gerak-gerik yang aneh seperti suara laki-laki di dalam
rumah yang dihuni oleh perempuan lajang, atau terlihat oleh mkasyarakat sekitar
tempat kejadian yang menyaksikan adanya perempuan yang masuk ke rumah

laki-laki, atau sebaliknya.

®S\Wawancara dengan Indra Agusri pada tanggal 28 Desember 2022.
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Berdasarkan kecurigaan tersebut, masyarakat mealporkan kepada
aparatur Gampong, atau bagian kepemudaan, atau tuhaa peut. Selanjutnya,
menindak lanjuti laporan tersebut, tuha peut dengan pemuda setempat
melakukan pemeriksaan, dan jika memang dipastikan adanya indikasi yang
tidak wajar dan mengarah kepada perzinaan (berkumpulnya laki-laki perempuan
yang diketahui tidak memiliki status pernikahan) dalam satu rumah atau kamar,
maka akan dilakukan penggerebekan.

Setelah melakukan penggerebekan, maka secepat mungkin pelaku akan
dibawa ke Polsek Syiah Kuala, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadinya hal-hal
yang tidak diinginkan, utamanya seperti amukan massa, atau keriuhan yang
akan menimbulkan informasi tersebut tersebar dengan cepat. Selanjutnya di
Polsek, pasangan yang diamankan akan dihubungi keluarganya masing-masing,
baik dimanapun itu, agar segera berhadir ke Polsek untuk menjadi penjamin dan
seterusnya akan berhadir pada penyelasaian di Balai Gampong.

Setelah orangtua atau pihak keluarga dari pasangan pelaku asusila
berhadir di tempat, selanjutnya pihak polsek beserta dengan kepala Gampong
menanyakan kemungkinan mediasi, antar keluarga yang akan dilakukan dengan
aparatur Gampong. Dalam hal ini akan sedikit menimbulkan konflik dengan
berbagai macam sebab, diantaranya kedua belah pihak keluarga bisa saja
berselisih dengan alasan anak perempuannya merupakan korban, atau bahkan
sebaliknya. Namun jika pihak keluarga menolak untuk melakukan mediasi yang
diajukan oleh Pihak Gampong, maka selanjutnya akan dibawa dan diserahkan
kepada pihak Wilayatul Hisbah (WH) Kota Banda Aceh, dan pihak Gampong
tidak akan tau menau lagi tentang kasus tersebut setelah melimpahkan kasus

tersebut.
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Hal ini seperti yang diungkapkan oleh keuchik H. Ibnu Abbas:

“Jika pihak keluarga dari pelaku tidak menerima mediasi yang
ditawarkan, atau menyebabkabn informasi dari aib tersebut tersebar, atau
mempersulit proses penyelesaian di Gampong, maka kami akan dengan
mudah melimpahkan kasus ini agar diselesaikan di WH, yang tentunya
akan diamankan di lapas dan menungu persidangan serta menerima

hukumnya.”®

Jika kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan untuk melakukan
mediasi yang akan diselenggarakan di Gampong Rukoh, maka selanjutnya
secepat mungkin langsung diadakan rapat dan musyawarh, hal tersebut

diharapkan selesai dalam sehari atau paling lambat selama dua hari.

“Pihak aparatur Gampong tentu tidak akan mengambil langkah yang
lama dan ribet dalam menyelesaikan kasus seperti ini, maka dari itu
keluarga harus segera memenuhi kehadirannya ketika dipanggil, dan
tanpa proses yang pelik langsung diadakan langsung rapat penyelesaian,
karena pihak Gampong tidak memiliki banyak waktu untuk harus
mengikuti drama konflik dari pihak pelaku, jika mau mediasi maka akan
diselesaikan, jika tidak maka akan diserahkan ke pihak WH.”®’

Langkah cepat tersebut diambil oleh para pihak Gampong sebagai itikad
baik, agar aib pelaku sekaligus menjaga aib yang terjadi di Gampong Rukoh.
Jika diperumit oleh pihak pelaku seendiri, maka akan menyita waktu serta
memperbesar celah berita tersebut tersebar utamanya di media, itu adalah hal

yang paling diantispasi.

®\Wawancara dengan lbnu Abbas pada tanggal 28 Desember 2022 .
6"\Wawancara dengan Indra Agusri pada tanggal 28 Desember 2022.
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Adapun penyelesaian yang dilakukan di Gampong Rukoh, merupakan
penyelesaian dengan musyawarah dalam rapat tertutup. Pihak yang menghadiri
adalah Keuchik, Tuha Peut, Imum, pelaku, pihak keluarga dari masing-masing
pelauk, staf Gampong, dan pihak kepolisian (Babhinkamtibmas). Hal ini seperti

yang disampaikan oleh staf Gampong Rukoh Andria Mauliza, S.H:

“Rapat yang dilakukan memang tertutup, hanya dihadiri oleh orang
orang yang diperlukan saja, hal ini untuk meminimalisir kekacauan, serta
penyebaran informasi yang tidak diperlukan. Karena proses penyelesaian
yang dilakukan memang secara kekeluargaan, bukan peradilan yang

resmi.”®®

Tujuan dari penyelesaian dengan cara mediasi dan kekeluargaan yang
dilakukan terhadap kasus asusila, dilihat dari paparan para informan, memang
sama sekali bukan sebagai peradilan yang bertujuan untuk menghukum secara
yuridis resmi, akan tetapi hanya menyelesaikan persoalan yang bertujuan agar
tidak terjadinya lagi kejadian tersebut di Gampong tersebut oleh pelaku yang
sama, dan memberikan sanksi yang tidak berefek jera.

Hal tersebut dinyatakan dikarenakan proses penyelesaian dan bentuk
sanksi yang dijatuhkan, yaitu denda sebagai mana sanggup, serta juga sanksi
yang paling dititik beratkan adalah pengusiran dengan tidak boleh terlihat lagi di

kawasan tersebut.

Hal tersebut seperti yang dinyatakan oleh Sekretaris Gampong sebagai
berikut:

“Pada proses penyelesaian kasus seperti ini, keluarga akan dimintai
pendapat untuk menikahi pasangan pelaku mesum, selanjutnya
dinyatakan sanksi agar tidak pernah terlihat lagi di Gampong Rukoh,

®\Wawancara dengan Andira Mauliza pada tanggal 1 januari 2023.
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membayar sejumlah materi yang bersifat tentative (tidak ada patokan
baku), sesuai kebutuhan Gampong pada saat itu. Jika Gampong
memerlukan semen untuk kebutuhan pembangunan mushalla, maka akan
dimintai agar kedua belah pihak patungan untuk membayar, atau jika
tidak uang dengan kisaran 1 juta atau 3 juta paling tinggi, dan
selanjutnya juga diberikan opsi untuk menikahkan pasangan tersebut,
dan jika pasangan tersebut tidak mau dinikahkan, maka tidak ada

konsekwensi tersebut.”®®

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa menikahkan pelaku perbuatan
mesum bukanlah sebuah hukuman, melainkan output dari penyelesaian di
Gampong Rukoh yang bersifat opsional, dan tanpa ada konsekuensi lanjutan jika
menolak.

Sifat dari output penyelesaian pelaku asusila di Gampong Rukoh dapat

diklasifikasikan sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 3.2. Bentuk Penyelesaian Kasus di Gampong Rukoh

No Bentuk_ Sifat Konsekuensi Output
Penyelesaian

Penyelesaian

1 | Mediasi Opsional I[()lllmpahkan Kekeluargaan/Penyel
e WH .
esaian Hukum
Pengasingan/dijauh Pencabutan izin
2 | kan dari wilayah Wajib Diusir domisili di Gampong
Gampong Rukoh bagi pelaku

89 Wawancara dengan Indra Agusri pada tanggal 28 Desember 2022.
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Membavar Pembangunan
3 | Denda Materi Fleksibel M 2y Gampong/Tempat
ateri
Ibadah
4 | Dinikahkan Opsional Tidak ada Men!kah/Tldak
Menikah

Sumber: Hasil Penelitian (Desember 2022)

Dilihat dari bentuk-bentuk penyelesaian yang dilakukan di Gampong
Rukoh, satu-satunya bentuk penyelesaian yang bersifat wajib merupakan
pengasingan (tidak boleh terlihat di Gampong tersebut) lagi, dan itu tidak bisa
diklasifikasikan sebagai sebuah hukuman yang menimbulkan efek jera, atau
dapat memberikan pengaruh signifikan untuk mencegah orang lain tidak

melakukan hal tersebut lagi.

Adpun dinikahkan bukanlah merupakan sebuah bentuk hukuman, karena
bisa tidak dilaksanakan dan hisa saja dilaksanakan oleh pelaku. Jika pelaku atau
pihak keluarga menolak untuk menikahkan pelaku, maka tidak ada konsekuensi
apapun, hal ini dikarenakan tujuan dari menikahkan dalam kasus ini bukan
merupakan hukum, melainkan bertujuan untuk kebaikan bersama, agar pelaku

yang merupakan pemuda-pemudi tidak terjebak lagi dengan dosa zina.
Hal ini seperti yang dijelaskan oleh sekretaris Gampong sebagai berikut:

“Sebenarnya bentuk penyelesaian yang diterapkan di Gampong Rukoh
memang bukanlah bersifat hukuman yang memberi efek jera cukup, dan
tujuannya memang bukan untuk menghukum, adapun materi yang
dibayarkan oleh para pelaku hanya bentuk dari dispensasi terhadap nama
kampung yang sudah dirusak mereka, namunj jika kita menetapkan
angka baku terkait dendanya, jika si pelaku memang tidak mampu

bagaimana?, ya tentu akan memperpanjang urusan, dan aparatur
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Gampong tidak menginginkan hal tersebut menjadi panjang dan rumit,
karena tidak ada waktu untuk hal-hal demikian.”"®

Dari pernyataan tersebut telah diketahui bagaimana finalnya konsensus
bentuk penyelesaian kasus tersebut di Gampong Rukoh. Seperti yang
dipaparkan langkah-langkah dan bentuk penyelesaian dalam tabel. Bentuk
penyelesaian yang diterapkan di Gampong Rukoh, memang sama sekali bukan
bentuk hukuman, melainkan sebuah jalan agar tidak terjadi konflik.

Maka dari itu proses penyelesaian tersebut dapat dipandang sebagai
bagian dari manajemen konflik pasca terjadinya jarimah, dan tidak terlihat
kontras adanya tujuan dilakukan hal tersebut sebagai bentuk minimalisir
terhadap plaku perbuatan jarimah. Bahkan jika dilihat secara teliti, di sini
terdapat sebuah ketimpangan, dimana dapat saja dipersepsi oleh masyarakat luar
bahwa perbuatan jarimah hanya akan memberi efek kemajuan terhadap

pembangunan Gampong.

Maka selanjutnya, akan dijelaskan pertimbangan aparatur Gampong

Rukoh untuk menyelsaikan jarimah secara adat.

C. Pertimbangan Aparatur Gampong Rukoh Untuk Menyelesaikan

Jarimah Zina Secara Adat

Sub bab sebelumnya sudah menjelaskan bagaimana proses penyelesaian
jarimah di Gampong Rukoh, segala aspeknya akan dianalisa lebih tajam pada
sub bab selanjutnya dengan melihat perspektif dari Qanun Jinayat di Aceh.
Namun pada sub bab ini, akan dibahas secara komperhensif terdahulu
bagaimana pertimbangan aparatur Gampong Rukoh dalam hal menyelesaikan
jarimah secara adat, berikut dengan langkah dan bentuk penyelesaian tersebut

serta dengan alasannya.

0 Wawancara dengan Indra Agusri pada tanggal 28 Desember 2022.
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Pertimbangan penyelesaian jarimah secara adat di Gampong Rukoh yang
dibahas pada sub bab ini akan memberdayakan data yang disampaika oleh
informan, serta analisa yang terhadap apa yang tidak dijelaskan secara ekplisit
oleh informan. Adapun pertimbangan pertama dapat dilihat sebagaimana

disampaikan oleh Keuchik Gampong Rukoh sebagai berikut:

“Penyelesaian Jarimah yang terjadi di Gampong Rukoh, secara
keseluruhan merupakan kebijakan yang diambil bersama, dalam hal ini
sangatmemusatkan pada anjuran dari tuha peut, bisa dikatakan keputusan
untuk menyelsaikannya secara adat merupakan bagian dari kebijakan
yang disampaikan oleh tuha peut. Jadi, dalam hal ini tuha peut tentu

lebih mengetahui.””

Dapat dilihat dari pernyataan tersebut, bahwasanya pengaruh keputusan
yang diambil dalam menyelesaikan jarimah secara adat ini, merupakan inisiasi
dan kebijaksanaan yang berasal dari tuha peut di Gampong Rukoh, akan tetapi
meskipun begitu, tentu peran kepala Gampong tidak serta merta
dikesampingkan, karena sebagaimana diketahui, dari sisi hirarki pemutus
kebijakan merupakan kepala Gampong.

Hal ini pun peneliti rasakan ketika dalam proses penelitian berlangsung,
karena pihak tuha peut secara terpisah menyatakan bahwa kebijakan tersebut
memang diketahui secara keseluruhan oleh kepala Gampong, karena kepala

Gampong merupakan pemimpin Gampong.

Untuk menengahi hal tersebut, analisa terpusat pada informasi yang
diberikan oleh Sekretaris Gampong, bahwasanya, keputusan memang diambil
bersama, inisiasi benar terdapat pada pendapat tuha peut yang kemudian

dibenarkan oleh keuchik. Namun dalam hal ini terdapat beberapa pertimbangan

"I Wawancara dengan Ibnu Abbas pada tanggal 28 Desember 2022 .
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dalam menetapkan penyelesaian jarimah secara ada di Gampong Rukoh,
diantaranya adalah sebagai berikut;

a. Menjaga nama baik Gampong
b. Mempersingkat urusan berkepanjangan
c. Tidak ada yang bisa dibuktikan sebagai kasus zina
d. Manajemen konflik
Empat poin tersebut merupakan pertimbangan utama kenapa aparatur
Gampong Rukoh menyelesaikan jarimah secara adat. Hal ini seperti yang
disampaikan oleh keuchik Gampong Rukoh sebagai berikut:
“Tujuan utama menyelesaikan kasus jarimah secara adat di tingkat
Gampong adalah menjaga nama baik Gampong. Hal ini menjadi
bayangan, jika kasus ini sampai diselesaikan di tahap lanjutan sampai ke
Mahkamah Syar’iyyah, maka akan membuka celah besar kasus ini
diliput oleh media dan diketahui oleh khalayak ramah, bahkan secara
Nasional. Tentu itu adalah hal yang sangat aib bagi masyarakat di
Rukoh. Di sisi lain, dengan seperti ini, penyelesaian seperti ini dapat

juga menjaga aib pelaku sebagai muslim.”’2

Pertimbangan demikian juga memiliki unsur yang tidak bertentangan
dengan kaidah dalam islam, yaitu ‘“‘dar’ul mafasid muqaddimun ‘ala jabli
masalth” yang berarti menghindari kemudzaratan harus diutamakan daripada
mencapai kebaikan.

Terkait aib, dan konflik, tentu pertimbangan yang tidak bisa dielakkan.
Masyarakat Aceh sangat sensitive dengan hal demikian, kendatipun hal tersebut
merupakan hal yang sudah “lumrah” tejadi. Namun jika terjadi hal
berkepanjangan seperti amukan, konflik, maka tentu hal tersebut akan menjadi

keburukan lainnya yang tercipta karena kurangnya manajemen konflik.

2 \Wawancara dengan Ibnu Abbas pada tanggal 28 Desember 2022 .
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Hal senada juga disampaikan oleh staf Gampong Rukoh sebagai berikut:
“Para aparatur Gampong di Rukoh juga merupakan orang yang memiliki
banyak kegiatan selain mengurus kepentingan Gampong, dalam hal ini
efesiensi waktu sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan
secara cepat, maka dari itu penyelesaian seperti ini lebih disukai, dan jika
terjadi lagi maslaah atau kasus seperti mesum atau zina, itu sudah tidak
membuat terkejut lagi, karena sudah terbiasa.””®
Di sisi lain, ada hal yang paling penting dan berdasar kenapa bentuk
penyelesaian tersebut dipilih, bukan menghukum sebagaimana yang telah
termaktub dalam Qanun Jinayat Aceh, hal tersebut adalah tidak mampunya para
aparatur Gampong membuktikan bahwa kasus yang mereka tangani, atau
pasangan yang ditangkap adalah melakukan zina. Hal ini sebagaimana

disampaikan oleh Ibnu Abbas selaku kepala Gampong Rukoh;

“Tentu sudah sangat menimbulkan kecurigaan yang pasti jika seorang
laki-laki dan perempuan dalam satu kamar melakukan perzinaan, namun
kami juga tidak bisa membuktikan, karena pembuktian zina tersebut
sangat berat, yaitu ada saksi terpercaya sebanyak empat orang, atau
pelaku mengakuinya secara sukarela, namun yang terjadi di lapangan
bukan seperti itu, penggerebekan tidak pernah dilakkan dengan
memergoki pasangan tersebut sedang melakukan hubungan badan
layaknya suami isteri, nah ini yang berat, maka dari itu kami juga tidak
berhak menuduh mereka berzina, karena itu lebih besar

konsekuensinya.”’*

Seperti diketahui pelaku jarimah zina dapat dikenai hukuman had,
apabila perbuatan telah dapat dibuktikan. Untuk had zina ada tiga macam cara

pembuktikan, yaitu adanya saksi sebanyak empat orang laki-laki yang melihat

8 Wawancara dengan Andira Mauliza pada tanggal 1 januari 2023.
4 Wawancara dengan Ibnu Abbas pada tanggal 28 Desember 2022 .
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secara langsung dan menyaksikan pelaku sedang menyaksikan pelaku
melakukan hubungan badan layaknya suami istri, selanjutnya dalam pembuktian
juga adanya pengakuan, biasanya memang tidak mengaku, dan para aparatur

Gampong juga tidak memaksa mereka untuk melakukan pengakuan.

Karena saat dilakukan penggerebekan juga tidak ditemukan bukti atau
garinah yang mengarah kepada perzinaan, maka penyelesaian tersebut wajar
dilakukan secara adat, karena tidak pernah bisa membuktikan pelaku memang

melakukan jarimah zina.

Degan tidak terbuktinya pelaku melakukan jarimah zina, ditambah tidak
ada pemaksaan untuk mengaku dan tidak adanya saksi yang kuat terkait
perzinaan, meskipun semua memiliki keyakinan masing-masing bahkan secara
kolektif bahwa mereka melakukan perzinaan, namun aparatur Gampong merasa
telah tepat menyelesaikan hal tersebut demikian, hal ini sangat kuat,
dikarenakan keyakinan bahwa pelaku yang tertangkap memang melakukan zina,
telah terhalangi putusan mereka melakukan zina karena syarat-syarat

pembuktian zina tadi tidak terpenuhi.

Hal ini sama dengan prinsip, “melepaskan orang bersalah lebih baik
daripada menghukum orang tidak bersalah.”Jika masyarakat utamanya aparatur
Gampong tetap memutuskan mereka bersalah dengan memaksakan bahwa
kecurigaan terhadap laki-laki yang bermalam-malam sudah tidur sekamar
dengan perempuan pasti melakukan perzinaan, sedangkan tidak ada bukti yang
cukup seperti yang dijelaskan dalam landasan teori, maka hal tersebut juga
dipandang keliru.

Maka jika dipandang secara holistic, penyelesaian yang dilakukan oleh
aparatur Gampong Rukoh, merupakan penyelesaian terhadap kasus khalwat atau

mesum, dan tidak bisa dikatakan sebagai Jarimah Zina, karena tidak ada kasus
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yang terbukti dan atau dapat dibuktikan sebagai Zina, sehingga tidak perlu
diselesaikan ke tahap selanjutnya.

Adapun yang penyelesaian terhadap perselisihan atau konflik antar dua
keluarga, berhubung keseleruhan pelaku bukan warga asli di Gampong Rukoh,

maka aparatur juga tidak perlu mengambil langkah yang memakan waktu lama.

Adapun terjadinya penggerebekan, penyelesaian dan sanksi, merupakan
bentuk control social agar diketahui oleh seluruh orang bahwa hal seperti
khalwat, zina, dan mesum sangat dilarang dan tidak diizinkan, terjadi. Hal
tersebut merupakan bentuk dari pengendalian agar orang tidak seenaknya

melakuka perbuatan tersebut.

Penyelesaian yang dilakukan oleh aparatur gampong terhadap pelaku
merupakan bentuk dari ta’zir, dimana ketika zina tidak dapat dibuktikan maka
para aparatur yang menegakkan hukum, memberikan sanksi atau hukuman yang
didasari kebijakan, bukan berdasarkan hukum dalam Al-Quran dan Hadis
bahkan Qanun. Ta’zir merupakan bentuk hukuman yang dijatuhkan dikarenakan
kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan, hal ini dikarenakan status tersebut

tidak dapat naik status ke tahap zina.

Pertimbangan yang dilakukan oleh aparatur gampong terkait penetapan
ta’zir tersebut sudah dilandasi oleh beberapa indicator kebaikan, namun dari
sikap tersebut, memberikan gambaran dan kesan bahwa melakukan perbuatan
terlarang seperti khalwat bahkan sampai zina merupakan sesuatu hal yang dapat
dianggap enteng. Karena berdasarkan tujuan dari hukum adat sendiri, yang
bertujuan untuk melakukan control sosial, malah dengan hukuman yang tidak
seberapa tersebut menimbulkan kemudahan dan penyepelean terhadap skandal
tersebut. Hal ini dapat dilihat dari bertambahnya kasus pada tiap tahunnya
sebanyak 100%. Penetapan hukum dengan pertimbangan aparatur desa, jika

diimbangi dengan menambahkan efek jera dan berat (tidak hanya sebatas
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menghindari konflik dan menjaga nama baik), akan menjadi bagian dari mitigasi
terhadap kasus demikian. Jadi seharusnya, hukuman yang diberikan dapat
menjadi tindakan preventif agar tidak terjadi lagi kasus tersebut, atau setidaknya

dapat meminimalisir.

D. Penyelesaian Jarimah Zina di Gampong Rukoh dilihat Berdasarkan

Qanun Jinayat di Aceh

Pada sub bab ini akan dianalisa bagaimana pandangan Qanun Jinayat di
Aceh terhadap bentuk penyelesaian jarimah yang dilakukan oleh aparatur
Gampong Rukoh.

Pada kesimpulan di atas telah diketahui bahwa keseluruhan kasus tidak
bisa dikatakan sebagai bentuk jarimah zina karena tidak ada pembuktian bahwa
pelaku melakukan zina. Maka dari itu, dalam sub bab ini akan dijelaskan
bagaimana perspektif Qanun Jinayat di Aceh terkait bentuk penyelesian yang
dilakukan oleh aparatur Gampong.

Pada BAB IV tentang Jarimah Dan ‘Uqubat disebutkan di bagian ketiga
tentang khalwat, Pasal (24):

“Jarimah khalwat yang menjadi kewenangan peradilan adat diselesaikan

menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan

adat dan adat istiadat dan/atau peraturan perundang-perundangan lainnya
mengenai adat istiadat.””®

Jika dirujuk ke dalam Qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat,
maka ditemukan bahwa perkara khalwat terdapat pada BAB VI tentang
Penyelesaian Sengketa/Perselisihan dalam huruf (d), ayat (1) pasal 13, yaitu
Khalwat meusum, diselesaikan dengan cara seperti yang disebutkan dalam pasal
13 ayat (2), bahwa:

>Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat
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“penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diselesaikan secara bertahap. Dan, pada ayat (3)
lanjutan disebutkan bahwa aparat penegak hukum memberikan
kesempatan agar sengketa/perselisinan diselesaikan terlebih dahulu
secara adat di Gampong atau nama lain.’®

Hal tersebut sudah sesuai dengan yang diistilahkan diatas, bahwa kasus
yang ditenggarai dan diselesaikan oleh aparatur Gampong merupakan bentuk
sengketa atau selisih, sehingga dilakukan mediasi dalam menyelesaikannya,
yaitu dengan cara menikahkan, hal ini sangat masuk akal, dengan dasar bahwa
pihak keluarga perempuan mengkhawatirkan jika anaknya tidak ada yang mau
menikahi lagi di masa depan karena sudah terlibat dengan kasus dan aib
demikian.

Agar meminimalisir konflik berdasarkan tersebut, ditambah dengan
adanya kekhawatiran berulang melakukan dosa, maka dinikahkan menjadi
bagian dari solusi yang dirasa sebagai win-win solution, dan jikapun kedua
keluarga tidak menginginkan perniakahan, maka tidak dipaksakan, dengan
syarat tidak terjadi konflik di Gampong Rukoh.

Adapun pada pasal Pasal 14 ayat (2) Penyelesaian secara adat di
Gampong atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri atas:”’

a. Keuchik atau nama lain;

b. Imeum meunasah atau nama lain;

c. Tuha peut atau nama lain;

d. Sekretaris Gampong atau nama lain; dan

e. Ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya di Gampong atau nama lain yang

bersangkutan, sesuai dengan kebutuhan.

8Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat
Istiadat, him. 7.
Ibid. 8.
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Proses penyelesaian yang dilakukan sudah sesuai dengan pelimpahan
wewenang yang dimaktub dalam Qanun Jinayat, dalam hal ini aparaturpenegak
hukum tidak perlu mengambil tindakan, jika perselisihan dengan kasus tersebut
masih bisa diselesaikan dengan cara adat. Apa yang dilakukan oleh aparatur
Gampong telah memenuhi syarat, dimana segenap stakeholder yang
berpentingan dilibatkan dalam penyelesaian tersebut.

Maka dengan pertimbangan dan penjelasan yang sudah dipaparkan
diatas, sudah dapat dipastikan aparatur Gampong melakukan hal yang
seharusnya dilakukan sesuai dengan yang dimaktub dalam Qanun Jinayat Aceh.

Penelitian yang mengusung judul terkait penyelesaian Jarimah zina di
Gampong Rukoh pada skripsi in, dalam prosesnya telah memberikan fakta baru
terkait alasan dilakukan oleh aparatur Gampong, pada dasarnya masyarakat
sebelumnya memang menganggap bahwa di Rukoh melakukan penyelesaian
Jarimah Zina dengan menikahkan, dan menikahkan pelaku merupakan bentuk
hukuman.’

Akan tetapi setelah menganalisa dan mendeskripsikan secara utuh dan
komperhensif serta mengelaborasi dengan landasan teori yang ada, maka di
dapati ~hasil bahwa yang diselesaikan dengan cara menikahkan bukanlah
hukuman terhadap Jarimah zina, melainkan perselisihan.

Penyelesaian jarimah dengan cara dinikahkan tidak dikatakan sebagai
hukuman dari jarimah zina, adalah dikarenakan kasus yang terjadi dan
diselesaikan di Rukoh, tidak dapat dibuktikan sebagai kasus jarimah zina, jika
merunut pada syarat pembuktian zina. Adapun hasil dari penyelesaian dengan
cara menikahkan pasangan yang berkasus adalah bentuk penyelesaian terhadap
perselisihan antara pihak keluarga pasangan. Penyelesaian tersebut merupakan
bentuk win-win solution dalam mediasi, untuk menenggarai konflik atau

perselisihan yang disebabkan dari pihak keluarga perempuan yang merasa

8 Wawancara dengan Ibnu Abbas pada tanggal 28 Desember 2022 .
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keberatan karena anak perempuan yang beraib tidak akan ada yang mau
menikahi, maka sebagai jalan tengah, dan bentuk tanggung jawab dari laki-laki,
maka dinikahkan, juga agar menjadi pencegah agar mereka tidak melakukan

zina dikemudian hari.



BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di tuliskan

dalam bab-bab sebelumnya, maka dalam bab ini penulis akan mengambil

kesimpulan akhir dari semua pembahasan serta saran-saran yang berkaitan

sebagai berikut.

Adapun kesimpulan inti dari penelitian ini dalam menjawab rumusan

masalah alah sebagai berikut:

1.

Penyelesaian jarimah khalwat di Gampong Rukoh adalah dengan
mengamankan ke Polsek, menghubungi pihak keluarga dari pasangan,
selanjutnya dilakukan mediasi, dengan tentu menawarkan pernikahan
sebagai solusi dari perselihan, dan selanjutnya membayarkan denda kepada
Gampong dalam bentuk materi yang sedang dibutuhkan Gampong, dan
sifatnya tidak memaksa.
Pertimbangan aparatur Gampong Rukoh menyelesaikan hal tersebut secara
adat dan tidak melimpahkan secara langsung ke aparat penegak hukum,
agar menjaga nama baik Gampong dan aib. Serta untuk menghindari
konflik yang sebenarnya bisa diatasi secara adat.
Penyelesaian Jarimah Zina dengan menikahkan yang terjadi di Gampong
Rukoh dalam penelitian skripsi ini telah- menemui kesimpulan dan fakta
otentik yang selama ini dipandang simpang siur oleh masyarakat umum.
Bahwasanya yang diselesaikan oleh pihak aparatur Rukoh bukanlah
Jarimah Zina, melainkan ta’zir. Penurunan Klasifikasi dari zina menjadi
ta’zir didasarkan dengan tidak adanya bukti atau perzinaan tidak dapat
dibuktikan dengan syarat yang telah ditentukan. Maka penyelesaian tersebut
dipandang telah sesuai dengan apa yang termaktub dalam Qanun Jinayat
Aceh.
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B. Saran

Penelitian ini tentu tidak dapat memuat dan mendeskripsikan hal-hal
penting lainnya secara lengkap dan komperhensif karena keterbatasan lingkup
penelitian dan fokus masalah, maka dari itu peneliti memiliki beberapa saran
penelitian yang dapat diteliti lebih lanjut sebagai penelitian selanjutnya. Adapun
saran penelitian dalam penelitian ini untuk peneliti selanjutnya adalah:

1. Kepada peneliti berikutnya, agar dapat melakukan penelitian yang mengkaji
terkait proses penggerebekan yang dilakukan pada kasus jarimah, dengan
melihat dari perspektif figh Islam.

2. Kepada aparatur Desa, agar dapat menetapkan secara pasti terkait hukuman
dan jumlah denda agar dapat memiliki kepastian hukum di tingkat

Gampong, sehingga tidak cenderung terlihat elastis.
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